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MOTTO 
 
اًسُْسَ ِسُْسعْىا َعَم َِّنإ  َاف  
اًسُْسَ ِسُْسعْىا َعَم َِّنإ 
 ْةَصْوَاف َثْغََسف َاِذَئف 
 َِّلتَز ًَىِإَو ْةَغْزَاف  
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”1. 
 (QS. Al-Insyirah 5-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
  QS. Al-Insyirah 5-8 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
خ Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
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ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ه Lam L El 
ً Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ٌ   Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 ( ِـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةحم Kataba 
v 
 
2. سمذ Żukira 
3. ةهرَ Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فُم Kaifa 
2. هىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٌ...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ٌ...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هاق Qāla 
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2. وُق Qīla 
3. هىقَ Yaqūlu 
4. ٍمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحيط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbanā 
2. هّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ها. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
vii 
 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وجّسىا Ar-rajulu 
2. هلاجىا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ومأ Akala 
2. نورخأج Taꞌkhuzūna 
3. ؤىىا An-Nauꞌ 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هىسزلاإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl 
 هُمىاعىا بز للهدمحىا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هُقشاسىاسُخىهى الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصُمىاو وُنىا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 
Anis Septiyaningsih, NIM: 152.111.026, "Implementation of mud}a>rabah 
financing Perspective Fatwa DSN MUI NO. 07 / DSN-MUI / IV / 2000 (Case 
Study in BMT Titian Rabbani Sidareja Cilacap)". 
In this modern era, many people are less aware of the dangers of usury. 
BMT Titian Rabbani Sidareja provide a solution by formalizing banking in 
accordance with Islamic law. The problems in this study are (1) how the 
implementation of mud}a>rabah financing at the BMT Titian Rabbani Sidareja 
Cilacap. (2) how is the legal review of the implementation of mud}a>rabah 
financing at BMT Titian Rabbani Sidareja Cilacap, perspective Fatwa DSN MUI 
No. 7 / DSN-MUI / IV / 2000. 
A field research with a qualitative approach. The data source consists of 
primary data which is the result of field research, that is interview with managers 
and administration; and the secondary data in the form of research journals, 
brochures and profiles of Titian Rabbani Sidareja BMT’s. Data collection 
techniques are interviews, observation, and documentation. While the data 
analysis technique uses the Miles and Huberman Model. 
The purpose of this study is to find out the procedure for implementing & 
realizing mud}a>rabah financing at BMT Titian Rabbani Sidareja, as well as 
knowing the review of perspective Fatwa DSN-MUI No. 07 / DSN-MUI / IV / 
2000 on the implementation of financing agreements. 
The results showed that  implementation of the m mud}a>rabah financing 
agreements for Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) at BMT Titian 
Rabbani Sidareja is not appropriate with the fatwa DSN-MUI no. 07 / DSN-MUI / 
IV / 2000. These conclusions are the several aspects of the conditions that are not 
suitable, even though the aspects of the pillars are appropriate. Some aspects of 
the requirements that have been fulfilled are the subject of the agreement and 
business activities, while those that have not been fulfilled, if there is failed 
attempt/bankrupt, BMT Titian Rabbani Sidareja is not responsible for the loss of 
capital manager and mud}a>rabib still have to pay principal loan installments whose 
amounts which was determined at the beginning of the agreement. 
 
Keywords: Mud}a>rabah financing, BMT Titian Rabbani Sidareja 
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ABSTRAK 
 
Anis Septiyaningsih, NIM : 152.111.026, “Implementasi 
Pelaksanaan Pembiayaan Mud}arabah Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 
07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di BMT Titian Rabbani Sidareja 
Cilacap)”.  
Di era modern ini banyak orang yang kurang sadar bahayanya riba 
dalam meminjam modal dan BMT Titian Rabbani Sidareja memberikan 
solusi dengan meresmikan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan 
pembiayaan mud}a>rabah pada BMT Titian Rabbani Sidareja Cilacap. (2) 
bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pembiayaan mud}a>rabah 
pada BMT Titian Rabbani Sidareja Cilacap menrut Fatwa DSN MUI No 
7/DSN-MUI/IV/2000. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari field 
research yaitu wawancara dengan manajer dan administrasi, data sekunder 
yaitu berupa jurnal penelitian, brosur dan profil BMT Titian Rabbani 
Sidareja. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 
Model Miles and Huberman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran prosedur 
pelaksanaan & realisasi pembiayaan mud}arabah di BMT Titian Rabbani 
Sidareja, serta mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad pembiayaan  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad 
pembiayaan mud}arabah pada produk sector Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) di BMT Titian Rabbani Sidareja  belum sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut 
dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari  
aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah 
terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum 
terpenuhi yaitu apabila terjadi gagal usaha/bangkrut, BMT Titian Rabbani 
Sidareja tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh 
pengelola modal dan mud}a>rib tetap harus membayar angsuran pokok 
pinjaman yang jumlahnya sudah ditentukan di awal perjanjian. 
 
 
Kata kunci : Pembiayaan Mud}arabah, BMT Titian Rabbani Sidareja  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi di tanah air telah mengalami fase 
kemajuan luar biasa bahkan telah menguasai seluruh ruang gerak manusia. 
Hal ini terlihat dengan ditandai unggulnya ekonomi syariah dalam 
lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Menurut Kamsir, lembaga 
keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, 
menghimpun dana, menyalurkannya atau kedua-duanya. Artinya, kegiatan 
yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang selalu berkaitan di bidang 
keuangan.
1
 
Sejalan dengan hal ini, pemerintah memberikan respon positif 
terhadap usulan pendirian Bank Syariah. Dengan disahkannya UU No 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan 
imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas 
bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan 
prinsip bagi hasil.
2
  
BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil atau padanan 
kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu, kegiatan Baitul Tamwil adalah 
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mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong 
kegiatan menabung dan untuk menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan  
Baitul Maal adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan  
menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
3
 
BMT memiliki dua fungsi, yaitu baitul tamwil (bait = rumah, at 
tamwil artinya pengembangan harta) jadi BMT merupakan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong 
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. 
Adapun tujuan dibentuknya BMT adalah untuk memajukan kesejahteraan 
anggota dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan 
posisi pengusaha kelas bawah dengan pelaku ekonomi yang lain.
4
 
Salah satu prinsip pembiayaan yang digunakan dalam BMT adalah 
prinsip Mud}a>rabah. Mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha antara 
s|ah}}ibul maal (pemilik dana) dan mud}a>rib (pengelola dana) dengan nisbah 
bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Apabila terjadi kerugian, seluruh 
kerugian ditanggung oleh pemilik dana, tetapi jika kerugian disebabkan 
oleh pengelola dana yang menanggung adalah pengelola dana. Prinsip 
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mud}a>rabah dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT, dalam 
Alquran sebagai berikut : 
...ِالله ِلَْضف نِم َنُوَغتَْبي ِضَْرلآا ِىف َنُوبِرَْضي َنوُرَخاَءَو... 
Artinya “Dan sebagian dari mereka (terdapat orang-orang yang) 
berjalan di muka bumi, mencari kebahagiaan dari karunia Allah swt”(QS. 
Al Muzammil 20)
5
 
 
Dengan lahirnya Lembaga Keuangan Syariah termasuk Baitu Mal 
wat Tamwil atau biasanya disebut dengan BMT, sesungguhnya di latar 
belakangi oleh pelanggaran riba yang secara tegas tertuang di dalam 
Alquran, yaitu terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275.
6
 
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : 
      َاب ِّرلا َم َّرَحَو َعَْيبْلا ُ َّاللَّ َّلََحأَو 
Artinya : “.Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”.7 
Dalam pengoperasiannya produk-produk BMT sebagai lembaga 
keuangan yang selalu berlandaskan pada Alquran dan Hadist Nabi Saw. 
Yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah, dengan motivasi 
keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk 
pembiayaan pembangunan ekonomi umat. 
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Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas atau penyediaan dana dari 
bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bank, dan nasabah yang 
dibiayai wajib mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu dengan 
imbalan bagi/hasil. Pemberian pembiayaan mud}a>rabah ini keuntungan dan 
kerugian yang dihasilkan dibagi dan ditanggung bersama oleh pihak BMT 
dan mud}a>rib. Kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama akan saling 
bekerja sama dan saling memperhatikan untuk kemajuan usaha yang 
dijalankannya.
8
  
Kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat 
berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi 
antara pemilik modal (s|ah}}ibul maal) dan mud}a>rib. Serta perilaku 
masyarakat yang kurang menempatkan faktor kejujuran setelah 
mendapatkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
9
 
Pengusaha mikro yang merupakan penggerak motor perekonomian 
negara yang terhalang prosedur dalam peminjaman dana/modal ke Bank, 
sehingga pengusaha mikro tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan 
modal ke BMT tanpa harus terbentur masalah prosedur. Selain itu 
pengusaha mikro yang termasuk golongan masyarakat lapisan bawah 
merupakan sasaran utama para rentenir, secara tidak langsung pula akan 
terbebas dari jeratan sistem riba (bunga) dan beralih pada sistem ekonomi 
Islam. BMT beroperasi tidak hanya mencari keuntungan saja, namun juga 
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berorientasi pada kebutuhan sosial keagamaan. Hal ini menjadikan BMT 
mendapat respon yang positif dari masyarakat. 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang 
sangat mampu untuk memperluas lapangan pekerjaan, memberikan 
pelayanan ekonomi kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses 
pemerataan dan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas 
nasional.
10
   
BMT Titian Rabbani Sidareja merupakan BMT yang didirikan oleh 
sebuah yayasan yang bernama Titian Rabbani. Yayasan Titian Rabbani 
memiliki
 
sebuah sekolah yang bernama Taman Kanak-Kanak Islam 
Terpadu (TK-IT) Insan Kamil. Berdirinya BMT Titian Rabbani itu sendiri 
karena adanya dana tabungan lebih milik Taman Kanak-Kanak Islam 
Terpadu yang pada awalnya dipegang oleh BMT lain, melihat adanya 
peluang yang sangat besar pengurus yayasan berinisiatif untuk mendirikan 
BMT sendiri, yaitu bernama BMT Titian Rabbani. BMT Titian Rabbani 
merupakan BMT pertama yang berdiri di wilayah Sidareja.
11
 
Dengan latar belakang masyarakat yang pada saat itu belum 
mengenal apa itu BMT dan kebanyakan masyarakat juga masih meminjam 
dana/modal kepada rentenir, sehingga menganggap bahwa BMT yang 
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beroperasi berdasarkan nilai islam itu kurang diminati dan kurang 
menguntungkan bagi masyarakat. Rentenir diibaratkan sesosok kebutuhan 
yang memang banyak dicari oleh masyarakat, khususnya kalangan 
masyarakat yang kekurangan modal. Biasanya peminjaman dana kepada 
rentenir ini dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk membantu 
menghidupkan lagi usaha yang dijalankannya Kegiatan rentenir tersebut 
merupakan aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga 
yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang 
pokoknya jika cicilannya terlambat.
12
 
Berkat kegigihan para pendiri BMT Titian Rabbani Sidareja, 
lembaga ini mampu bertahan dan sedikit banyak telah membebaskan 
masyarakat pada masa itu dari jeratan rentenir serta mampu berkembang 
hingga sekarang. Hal ini yang menarik penulis untuk memilih BMT Titian 
Rabbani Sidareja sebagai obyek penelitian.  
BMT Titian Rabbani Sidareja memiliki lokasi yang sangat 
strategis, yaitu di tengah pusat perekonomian Kecamatan Sidareja dan 
Pasar Karna Sidareja. Pasar Karna Sidareja merupakan pasar terbesar di 
wilayah Sidareja, sehingga untuk mendapatkan usaha yang produktif 
cukup mudah bagi BMT Titian Rabbani Sidareja. BMT Titian Rabbani 
Sidareja mengelola beberapa produk penyimpanan dana dan pembiayaan. 
Mengingat lokasi BMT di tengah pusat perkonomian, maka untuk 
mencapai misi BMT, yakni meningkatkan kesejahteraan umat dalam 
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bingkai syariah melalui pengembangan modal usaha, khususnya 
pengusaha mikro, pembiayaan mud}a>rabah ini sangat cocok sebagai sarana 
untuk mencapai misi tersebut. Untuk saat ini sudah ada kurang lebih 300 
UMKM yang melakukan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Titian Rabbani. 
Usaha yang dijalankan sangat bermacam-macam, misalnya usaha 
pembuatan gula merah, saleh pisang, penggilingan padi, pembuatan tahu 
dan tempe, dan lain-lain.
13
 
Keberadaan BMT adalah suatu upaya untuk menjembatani 
pengusaha kecil yang sulit memperoleh pinjaman penambahan modal 
dalam melakukan aktivitas bisnisya. Sehingga BMT diharapkan mampu 
berperan dalam memenuhi tuntutan masyarakat golongan bawah melalui 
hubungan kemitraan, selain itu hadirnya BMT juga untuk menunjang 
sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah Sidareja, 
karena di samping sebagai lembaga keuangan islam, BMT juga 
memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang agama pada masyarakat 
Sidareja sekitar, khususnya pada masyarakat yang tergolong mempunyai 
pemahaman agama yang rendah serta untuk memperluas lapangan 
pekerjaan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Pembiayaan 
Mud}a>rabah Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi 
Kasus di BMT Titian Rabbani Sidareja Cilacap)” 
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B. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mud}a>rabah pada BMT Titian 
Rabbani Sidareja Cilacap ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pembiayaan 
mud}a>rabah pada BMT Titian Rabbani Sidareja Cilacap menurut 
Fatwa DSN MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mud}a>rabah pada BMT 
Titian Rabbani Sidareja Cilacap 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan 
pembiayaan mud}a>rabah pada BMT Titian Rabbani Sidareja 
Cilacap menrut Fatwa DSN MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 
 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
khalayak umum : 
1 Manfaat Teoritis 
Sebagai sumbangan penting dalam memperluas wawasan bagi 
kajian ilmu ekonomi mikro khususnya BMT sebagai Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah, dan sebagai konsep baru yang bisa 
dijadikan untuk bahan rujukan penelitan lebih lanjut bagi 
pengembangan ilmu. 
 
9 
 
2 Manfaat Praktis 
Sebagai evaluasi atas kinerja BMT Titian Rabbani Sidareja 
dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengusaha 
mikro sebagai masukan bagi pengusaha mikro agar lebih intens 
membangun hubungan kemitrausahaan dengan BMT Titian 
Rabbani Sidareja, serta sebagai kontribusi terhadap pemerintah 
daerah wolayah Sidareja dalam mengembangkan sektor usaha 
mikro.  
 
E. Kerangka Teori 
Pembiayaan adalah penyediaan dan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendamping 
dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 
kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14
.  
Mud}a>rabah adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan 
antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut 
bias terjadi antara deposman (investment account) sebagai penyedia dana 
dan bank syariah sebagai mud}a>rib, pembagian keuntungan disetujui oleh 
kedua belah pihak.
15
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Fatwa yaitu suatu opini hukum otoritatif yang diberikan oleh para 
ahli fiqh. Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian 
dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh kembangkan 
penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya 
dan sector keungan pada khususnya, termasuk usaha bank.
16
 
Dalam Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan 
mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan 
Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam 
pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik modal) membiayai 
100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) 
bertindak sebagai mud}a>rib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, 
tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan 
berdasarkan kespakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 
mud}a>rib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 
bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam 
managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan.
17
 
 
Dasar hukum yang memperbolehkan praktik akad mud}a>rabah 
dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut : 
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...ِالله ِلَْضف نِم َنُوَغتَْبي ِضَْرلآا ِىف َنُوبِرَْضي َنوُرَخاَءَو...  
“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al-Muzammil 20)18 
 
Adapun mud}a>rabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mud}a>rabah  
muthlaqah dan mud}a>rabah muqayyadah. Mud}a>rabah muthlaqah adalah 
sistem mud}a>rabah yang pemilik modal (s|ah}}ibul maal) menyerahkan modal 
kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu, serta 
dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan 
kepada mud}a>rib (pengelola) melakukan apa saja yang dipandang dapat 
mewujudkan kemaslahatan. Sedangkan mud}a>rabah muqayyadah adalah 
pemilik modal menyerehkan modal kepada pengelola dan pemilik modal 
menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu yang akan bertransaksi 
dengan mud}a>rib.19 
Dalam pembiayaan mud}a>rabah, terdapat dua pihak yang 
melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu; (a) pihak lembaga keuangan; 
Bank yang menyediakan dana untuk membiayai usaha yang memerlukan 
pembiayaan. BMT menyediakan dana 100% disebut dengan s|ah}}ibul maal. 
(b) Nasabah/pengusaha; Nasabah yang memerlukan modal dan 
menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola 
usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mud}a>rabah 
disebut dengan mud}a>rib.20 
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F. Tinjauan Pustaka  
Penelitian tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah bukan 
penelitian yang baru. Banyak penelitian tentang Lembaga Keuangan 
Mikro namun dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Sejauh ini 
penulis ketahui belum ada penelitian yang membahas hal yang sama pada 
tempat yang sama dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini penulis 
akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya BMT agar dapat diketahui 
perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 
Dalam penelitian ini penulis telah menelaah beberapa penelitian 
yang mempunyai kaitan erat dengan variabel pada penelitian ini, 
diantaranya :  
1. Skripsi yang disusun oleh Hartini, Alumni IAIN Surakarta jurusan 
hukum ekonomi syariah tahun 2013 dengan judul “Analisis Terhadap 
Penentuan Kriteria Calon Nasabah Dalam Pembiayaan Akad 
Mud}a>rabah (Studi Kasus BMT Sakinah Wiron Mojolaban 
Sukoharjo)”. Dalam skripsi ini meneliti tentang kriteria calon nasabah 
yang akan melakukan pembiayaan Mud}a>rabah, dan konsep yang 
digunakan oleh BMT Sakinah adalah konsep yang dikenal dengan 
istilah 5C, yaitu Character (watak calon debitur), capacity 
(kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan), capital (modal 
                                                                                                                                                                       
20 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2015), Hlm 224 
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yang digunakan), condition (kondisi perkonomian) dan collateral 
(jaminan yang diberikan sebagai pengaman pembiayaan)
21
. Sedangkan 
perbedaan pada penelitian ini, penulis meneliti tentang kriteria Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang layak untuk mendapatkan 
pembiayaan mud}a>rabah yang sudah menjadi anggota BMT Titian 
Rabbani Sidareja. 
2. Skripsi milik Fitri Virdiany, jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2013 yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan 
dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota Dalam Pengajuan 
Pembiayaan mud}a>rabah di KJKS BMT-MMU Cabang Sidogiri 
Pasuruan”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kualitas layanan dan 
promosi terhadap pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di KJKS BMT-
MMU cabang Sidogiri Pasuruan.pengertian prefensi dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi prefensi konsumen dan koperasi jasa keuangan 
syariah.
22
 Sedangkan perbedaan pada penelitian ini, penulis mengambil 
tema implementasi pelaksanaan pembiayaan mud}a>rabah dalam 
pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT 
Titian Rabbani Sidareja, fokus tentang pembiayaan dalam 
pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 
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3. Skripsi milik Ahmad Suhel jurusan ekonomi syariah, UIN Sunan 
Ampel tahun 2018  dengan judul “Analisis Pembiayaan Mud}a>rabah 
Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar 
Tradisional Desa Paciran (studi pada BMT Bina Umat Sejahtera 
Cabang Paciran)”. Dalam skripsi ini membahas tentang solusi berbagai 
masalah yang dihadapi para masyrakat khususnya para pedagang  yang  
ada  di  pasar  tradisional  desa  Paciran, yang  mengalami kesulitan 
masalah modal usaha. Sehingga dengan adanya pembiayaan dengan 
sistem mud}a>rabah, yang diberikan pada masyarakat khususnya para 
pedagang di  pasar  Paciran  yang  kekurangan  modal,  mereka  tidak  
perlu  susah  untuk mencari pinjaman untuk modal usahanya.
23
 
Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada obyeknya, yaitu 
penulis meneliti tentang peranan pembiayaan mud}a>rabah pada BMT 
terhadap UMKM yang khususnya pengusaha kecil yang kesulitan 
memperoleh pinjaman dana (modal) untuk perkembangan usahanya. 
Sehingga BMT diharapkan berperan dalam memenuhi tuntutan 
masyarakat golongan bawah, khususnya melalui hubungan kemitraan. 
4. Jurnal milik Bunga Chairunnisa dan Nurul Hidayah Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi AAS Surakarta tahun 2017 dengan judul 
“Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Melalui 
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 Ahmad Suhel, Analisis Pembiayaan mud}a>rabah, Pada BMT Dalam Meningkatkan 
Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi pada BMT Bina Umat Sejahtera 
Cabang Paciran), Skripsi, tidak diterbtkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018 
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Akad Mud}a>rabah”. Dalam jurnal ini membahas tentang keuntungan 
mud}a>rabah yang didapatkan dari pembiayaan terhadap modal UMKM, 
dimana keuntungan tersebut digunakan oleh pihak BMT untuk 
memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktifitas-aktifitas bisnis 
produktif.
24
 Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah manfaat 
setelah melakukan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Titian Rabban 
Sidareja terhadap perkembangan UMKM. 
5. Jurnal Lilik Bambang Waluyo dan Sujarwo jurusan Akuntansi 
Politeknik Negeri Jakarta dengan judul “Peluang Implementasi 
Mud}a>rabah Untuk Pembiayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah”. Dalam jurnal ini membahas tentang model pembiayaan 
yang diunakan oleh LKS adalah menggunakan pola Pembiayaan 
Keuangan Mikro (PKM), yaitu pihak bank menyalurkan pembiayaan 
mud}a>rabah melalui PKM dan bank menyediakan modal yang 
dibutuhkan UMKM, sementara pengusaha menyediakan tenaga dan 
keahliannya. Pembiayaan ini dapat membantu kemandirian UMKM 
dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan usahanya
25
. 
Sedangkan perbedaan pada penelitian ini peneliti menggunakan Fatwa 
DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 untuk dijadikan acuan 
penelitian. 
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 Bunga Chairunnisa dan Nurul Hidayah, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UMKM) Melalui Akad Mud}a>rabah”, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta 
tahun 2017) hlm. 15 
 
 
25
 Lilik Bambang Waluyo dan Sujarwo, “Peluang Implementasi Mud}a>rabah Untuk 
Pembiayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.(Jakarta: Akuntansi Politeknik Negeri 
Jakarta), hlm. 21 
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G. Metode penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun 
proposal skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field reseach) dengan metode pendekatan kualitatif. 
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari 
responden dan mengamati secara langsung.
26
  
2. Sumber Data 
 Sumber data yang penulis perlukan dalam penulisan ini 
terbagi kedalam dua kategori sumber, yaitu : 
a. Data Primer 
 Data primer adalah data-data yang terkait langsung 
dengan obyek penelitian yang ada di lapangan.
27
. Sumber 
data primer dalam penelitian ini adalah data-data tentang 
proses pembiayaan nasabah yang bertransaksi di BMT 
Titian Rabbani Sidareja untuk usaha mikronya. 
 
b. Data Sekunder 
 Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono  
adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 
                                                             
26
 Sofyan A, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penylisan Skripsi 
Dan Tesis, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), Hlm.155 
  
 
27
 Ibid, Hlm 155 
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kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain. Data 
sekunder misalnya buku-buku pendukung dan dokumen 
yang secara tidak langsung berkaitan dengan transaksi 
bermuamalah dalam Islam khususnya tentang pembiayaaan 
mud}a>rabah. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
a. Lokasi penelitian 
Penelitian ini bertempat di BMT Titian Rabbani Jalan 
Jendral Sudirman No. 76 Sidamulya Kecamatam Sidareja, 
Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.  
b. Waktu Penelitan 
Penelitian ini mulai dilaksanakan pada pertengahan bulan 
Januari 2019 sampai bulan Juni 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan melalui tatap muka dan peneliti 
menanyakan pertanyaan yang ada di dalam daftar 
pertanyaan kepada responden.
28
  
Terkait dengan penelitian ini, dilakukan dengan 
tujuan untuk memgetahui tentang pelaksanaan pembiayaan 
                                                             
28
 Lilik Aslihcati dan Bambang Prastya, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta, Universitas 
Terbuka, 2012), Hlm.104 
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mud}a>rabah di BMT Titian Rabbani Sidareja terhadap sektor 
usaha mikro. Pihak yang diwawancarai adalah pertama : 
pengelola/karyawan di BMT Titian Rabbani Sidareja. 
Kedua, nasabah yang menerima pembiayaan dana 
mud}a>rabah BMT Titian Rabbani Sidareja yang digunakan 
untuk usaha mikro, serta pihak-pihak lainnya. 
b. Observasi 
Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah 
pengamatan sekaligus pencatatan secara urut yang terdiri 
dari unsur-unsur yang bermunculan dalam suatu fenomena-
fenomena dalam objek penelitian. Hasil dari pengamatan 
akan dilaporkan dengan susunan yang sistematis dan sesuai 
kaidah yang berlaku.
29
 
Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan 
secara langsung fakta yang ada di lapangan tentang 
pelaksanaan pembiayaan mud}a>rabah yang ada di BMT 
Titian Rabbani Sidareja.  
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 
kabar, majalah, dan sebagainya.
30
 Dalam pelitian ini penulis 
                                                             
29
 Soegiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2014), hlm 145  
30
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta, Rineka 
Cipta, 2013), Hlm 274 
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mencari data berupa catatan, kabar/majalah dan sebagainya 
yang berkaitan dengan pembiayaan mud}a>rabah di BMT 
Titian Rabbani Sidareja. 
5. Teknik analisis data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan peneliti 
dengan menggunakan Model Miles and Huberman. Tahapan 
penelitian menurut Miles and Huberman sebagai berikut: 
1) Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data adalah data yang diperoleh di lokasi 
penelitian, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian atau 
laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan 
direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok, difokuskan 
pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau 
polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus 
selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan 
data berlangsung pada tahap reduksi data, selanjutnya 
membuat ringkasan, mengkode, dan menelusuri tema yang 
ada. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 
Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pembiayaan 
mud}a>rabah di BMT Titian Rabbani Sidareja 
20 
 
2) Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data untuk memudahkan melihat gambaran 
secara keseluruhan atau sebagian tertentu dari penelitian, 
peneliti menyajikan data-data yang didapat di lapangan apa 
adanya tanpa mengurangi makna dan maksud dari 
informan. Berdasarkan data yang terkumpul dan setelah 
dianalisis maka data disajikan dalam bentuk uraian berupa 
teks yang bersifat naratif. 
3) Penarikan Kesimpulan (Verification) 
Pada teknik penelitian penarikan kesimpulan dan verifikasi, 
dalam penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan 
bersifat sementara, namun jika didukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten maka kesimpulan dikemukakan 
secara kredibel. Kemudian verifikasi secara terus menerus 
sepanjang proses penelitian, yaitu sejak memasuki lokasi 
penelitian dan selama proses pengumpulan data.
31
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas mengenai penulisan skripsi ini maka disusun dalam 5 (lima) bab yang 
saling berkaitan sebagai berikut : 
                                                             
31
 Soegiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2014), Hlm 246-263 
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BAB 1 Pendahuluan, yaitu membahas latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II Pada bab ini menjabarkan tentang landasan teori 
pembiayaan mud}a>rabah. Bagian ini membahas Fatwa DSN MUI No: 
07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaaan mud}a>rabah (Qiradh), 
landasan hukum, macam-macam mud}a>rabah, rukun dan syarat mud}a>rabah, 
manfaat dan resiko mud}a>rabah serta skema proses mud}a>rabah. 
BAB III Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi 
penelitian yang meliputi letak, sejarah BMT Titian Rabbani Sidareja, 
Struktur Organisasi, visi misi, produk-produknya, serta pelaksanaan 
pembiayaan mud}a>rabah yang dilakukan di BMT Titian Rabbani Sidareja. 
BAB IV memaparkan hasil penelitian berupa analisis pelaksanaan 
pembiayaan mud}a>rabah perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 
BAB V merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari bab-bab 
sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang 
dapat diambil dari proposal skripsi ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI MUD}A>RABAH 
 
A. Akad Mud}a>rabah 
1. Pengertian Mud}a>rabah 
Kata mud}a>rabah berasal dari kata al-darb, Al-Darb fi al-ard 
artinya berkelana di bumi. Dalam praktek mud}a>rabah, pemilik 
harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, 
labanya dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian. Disebut 
mud}a>rabah karena pelakunya berkelana kemana-mana untuk 
mendapatkan laba.
1
 
Dalam bahasa Hijaz, al- Mud}a>rabah disebut juga sebagai 
Qirad}, karena diambil dari kata Muqrid}, yang artinya penyamaan 
dan penyeimbangan. Seperti yang dikatakan  
 ِناَرِعاَشلا َضَرَاَقت  
  Artinya : “Dua orang penyair melakukan muqaaradhah”,  
  
Di sini perbandingan antara usaha pengelola modal dan 
modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya 
seimbang.
2
 
                                                             
1 Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Quran Dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan 
Antisipatif, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1997), Hlm.160. 
 
 
2
 Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah, (Bandung : 
Pustaka Setia, 2013), Hlm. 346.  
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Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa mud}a>rabah 
adalah perjanjian kerja sama dengan catatan keuntungan dibagi 
bersama. Hal itu karena salah seorang memiliki modal, sedangkan 
yang lainnya mengelola modalnya. Menurut Ulama Hanabilah 
berpendapat bahwa dalam mud}a>rabah masing-masing memiliki 
saham, yakni saham berupa modal, sedangkan yang satunya berupa 
tenaga dan keahlian untuk mengelola modal dengan berbagai 
bentuk usaha, misalnya perdagangan dan pertanian. Selanjutnya 
keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 
Demikian pula Ulama Syafi‟iyah menegaskan bahwa pada 
dasarnya mud}a>rabah adalah kesepakatan kerja sama bagi hasil 
karena pemodal memberikan hartanya kepada pengusaha untuk 
ditijarah-kan.
3
 
Menurut Muhammad, definisi terminologi bagi mud}a>rabah 
diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. 
Menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan mud}a>rabah adalah suatu 
perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari 
salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara 
madzhab Maliki menamai mud}a>rabah sebagai penyerahan uang di 
muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan 
kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu 
dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan 
                                                             
 
3
  M. Asro dan M. Kholid, Fiqh Perbankan. (Bandung : Pustaka Setia, 2011), Hlm.135 
. 
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Madzhab Syafi‟i mendefinisikan mud}a>rabah bahwa pemilik modal 
menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan 
dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik antara 
keduanya.
4
  
Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat di tarik 
kesimpulan bahwa, mud}a>rabah yaitu salah satu bentuk akad 
kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, 
dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang 
pertama menyediakan modal, disebut shahib al-mal atau rabb al-
mal, sedang yang kedua memiliki keahlian (skill) dan 
bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal 
tertentu, disebut mud}a>rib.5  
Secara teknis, mud}a>rabah terjadi apabila pihak pertama 
mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk 
dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang 
dihalalkan agama. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak 
kedua diperoleh keuntungan (profit), masing-masing berhak atas 
bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan 
kesepakatan awal pada saat penandatanganan perjanjian. 
 
                                                             
 
4
 Hartini, “Analisis Terhadap Penentuan Kriteria Calon Nasabah Dalam Pembiayaan 
AkAD Mudharabah (studi kasus BMT Sakinah Wiron Mojolaban Sukoharjo)”. Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syaruah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2013), Hlm.32. 
 
 
5
Makhalul Ilm, Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syari’ah: Beberapa Permasalahan 
Dan Alternatif Solusi, (Yogyakarta : UII Press, 2002), Hlm. 32.   
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2. Landasan Hukum Mud}a>rabah 
Adapun landasan hukum mud}a>rabah yaitu sebagai berikut : 
a. Al-Qur‟an 
Dasar hukum yang memperbolehkan praktik akad 
mud}a>rabah dalam Al-Qur‟an adalah sebagai berikut : 
1) Firman Allah QS. Al-Muzammil 20 
 ءنِم َنُوَغتَْبي ِضَْرلآا ِىف َنُوبِرَْضي َنوُرَخاَءَو.....ِالله ِلَْضف  
“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 
mencari sebagian  karunia  Allah SWT”6 
2) Firman Allah QS. An-Nisa 29 
 ًةَراَِجت َىىَُكت َْىأ لاِإ ِلِطَابْلِاب ْنَُكٌَْيب ْنَُكلاَىَْهأ اُىلُْكَأت لا اُىٌَهآ َييِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
 ٍضاََزت ْيَعاًويِحَر ْنُكِب َىاَك َ َّاللَّ َِّىإ ْنُكَُسفًْ َأ اُىُلتَْقت لاَو ْنُكٌْ ِه  
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan \harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu”7 
 
3) Firman Allah QS. Al-Maidah 1 
َىْلُتي اَه لاِإ ِمَاعًْلأا ُتَويَِهب ُْنَكل ْتَّلُِحأ ِدُىُقعْلِاب اُىفَْوأ اُىٌَهآ َييِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
 ديُِزي اَه ُنُكَْحي َ َّاللَّ َِّىإ ٌمُزُح ُْنتًْ َأَو ِدْي َّصلا ّيِلِحُه َزْيَغ ْنُكَْيلَع  
                                                             
 
6
 DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Semarang : CV Toha Putra, 2007), Hlm.977 
 
 
7
 QS. An-Nisa 29 
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali 
yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya”8 
 
4) Firman Allah QS. Al-Baqarah 28 
ِييُْحي َُّنث ْنُُكتيُِوي َُّنث ْنُكَايَْحَأف ًاتاَىَْهأ ُْنتٌُْكَو ِ َّللَِّاب َىوُُزفَْكت َفْيَك َىُىعَجُْزت ِهَْيِلإ َُّنث ْنُك  
“Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu 
tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian 
kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, 
kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?.
9
 
 
b. Hadis 
1) Hadis Nabi Riwayat Thabrani 
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina 
Abbas bin Abdul Muthalib jika mamberikan dana 
kemitrausahaannya secara mud}a>rabah ia mensyaratkan 
agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, 
menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli 
ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang 
bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 
Disampaikanlah syaat-syarat tersebut kepada 
                                                             
 
8
 QS. Al-Maidah 1  
 
 
9
 Al-Baqarah 28 
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Rasulullah dan Rasullullah pun memeperbolehjkannya. 
(HR. Thabrani)
10
 
2) Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib 
“Ttiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak 
secara tunai, muqaradhah (mud}a>rabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan 
rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah 
dari Shuhaib).
11
 
3) Hadis Nabi Riwayat „Amr bin „Awf 
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum 
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum 
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 
syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (Hadis Nabi riwayat 
Tirmizi dari „Amr bin „Awf)12 
 
 
 
                                                             
 
10
 Ibid. hlm 224 
 
 
11
 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keungan Syariah, (Jakarta : PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm.171 
 
 
12
 Ibid, Hlm 171  
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4) Hadis Nabi  
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun 
orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang 
lain dari Abu Sa‟id alKhudri13 
c. Ijma‟ 
Di antara ijma‟ yang berkaitan dengan mud}a>rabah 
adalah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari 
sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mud}a>rabah. 
Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.
14
 
d. Qiyas 
Transaksi mud}a>rabah diqiyaskan kepada transaksi 
Al-Musaqot yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam 
bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja 
sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, 
memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam 
mud}a>rabah perjanjian ini, sang perawat mendapatkan bagi 
hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari out-
put perkebunan. Dalam, pemilik dana (shahibul maal) 
diibaratkan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan 
kebun diibaratkan dengan pengusaha (entrepreneur). 
Mengingat dasar hukum musaqot lebih valid dan tegas yang 
                                                             
 
13
 Ibid, hlm 171  
 
 
14
 M. Asro dan M. Kholid, Fiqh Perbankan. (Bandung : Pustaka Setia, 2011), Hlm.139. 
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diambil dari sunnah Rasulullah SAW, maka metodologi 
qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya 
mud}a>rabah.15 
 
3. Macam-macam Mud}a>rabah 
Akad mud}a>rabah  dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
a. Mud}a>rabah Mutlaqah} 
Dalam akad ini pemilik modal menyerahkan 
kekuasaan mutlak tanpa syarat kepada pengelola modal 
(mud}a>rib). Mud}a>rabah mutlaqah} ini memberikan 
keleluasan untuk mengelola modal dan tidak terbatasi oleh 
spesifikasi jenis usaha, waktu, wilayah, bentuk pengelolaan 
dan mitra kerja. Namun pengelola usaha harus secara jujur 
dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada 
s|ah}}ibul maal.16 
Pengusaha bebas menjalankan muamalah sebagai berikut: 
1) Berjual beli untuk mendapatkan untung sexara biasa 
orang berniaga 
2) Berjual beli secara tunai dan tangguh mengikuti 
waktu penangguhan yang biasa dilakukan oleh 
pedagang 
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3) Menjadi wakil dan mewakili orang lain untuk 
menjalankan usaha.
17
 
b. Mud}a>rabah Muqayadah} 
Mud}a>rabah muqayadah} atau biasa dikenal dengan 
istilah restricted mud}a>rabah/specified yaitu kebalikan dari 
mud}a>rabah mutlaqah}.18 Dimana pihak pemilik dana 
(s|ah}}ibul maal) sebagai pemilik modal memberikan batasan 
kepada pengelola dalam menjalankan usahanya. Misalnya 
pembatasan dalam hal jenis usaha, letak lokasi atau segala 
sesuatu lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian 
Mud}a>rabah ini biasanya diterapkan pada produk-
produk pembiayaan dan pendanaan pada sisi penghimpunan 
dana, mud}a>rabah diterapkan pada : 
1) Tabungan berjangka 
Yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus 
seperti tabungan haji, kurban dan sebagainya 
2) Tabungan spesial 
Yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk 
bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah 
saja. 
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31 
 
Adapun pada sisi pembiayaan, mud}a>rabah 
diterapkan untuk : 
a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja 
perdagangan dan jasa 
b) Investasi khusus, disebut juga mud}a>rabah 
muqayyyadah} dimana sumber dana khusus 
dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-
syarat yang telah diterapkan oleh s|ah}}ibul maal.19 
 
4. Rukun dan Syarat Mud}a>rabah 
a. Rukun Mud}a>rabah 
Akad mud}a>rabah memiliki beberapa rukun yang telah 
digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
1) s|ah}}ibul maal (pemilik dana), yaitu harus ada pihak 
bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh 
di bank, dalam hal ini nasabah sebagai s|ah}}ibul maal 
2) Mud}a>rib (pengelola), yaitu harus ada pihak yang 
bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh 
di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank 
bertindak sebagai Mud}a>rib.. 
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3) Usaha/pekerjaan yang akan dibagi hasilkan 
4) Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah diterapkan 
di awal sebagai patokan dasar nasabah dalam 
menabung. 
5) Ijab qabul antara pihak s|ah}}ibul maal dan mud}a>rib20 
b. Syarat Mud}a>rabah 
Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-
rukun di atas dapat terpenuhi, syarat tersebut antara lain „ 
1) Syarat yang berkaitan dengan modal 
a) Modal harus berupa alat tukar (uang) 
b) Modal harus dapat diketahui dan terukur 
c) Modal harus tunai (bukan dalam bentuk 
piutang) 
d) Modal harus dapat diserahkan dari s|ah}}ibul 
maal  kepada mud}a>rib.21 
2) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan 
a) Keuntungan dibagi sesuai dengan 
kesepakatan. 
b) s|ah}}ibul maal siap mengambil resiko rugi 
dari modal yang dikelola sebaliknya 
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mud}a>rib akan mengambil resiko tidak 
memperoleh apa-apa dari usahanya. 
c) Penentuan angka keuntungan dihitung 
dengan presentase hasil usaha yang dikelola 
oleh mud}a>rib berdasarkan atas kesepakatan 
kedua belah pihak 
d) Sebelum mengambil jumlah keuntungan, 
usaha mud}a>rabah harus dikonversi ke dalam 
mata uang dan modalnya disisihkan. Dalam 
usaha tersebut, harus ada kejelasan posisi 
antara modal yang akan dikembalikan secara 
utuh dan keuntungan yang akan dibagi. 
e) mud}a>rib hanya bertanggung jawab atas 
sejumlah modal yang telah diinvestasikan 
dalam usaha 
f) mud}a>rib berhak memotong biaya yang 
berkaitan dengan usaha yang diambil dari 
modal mud}a>rabah 
g) Jika melanggar syarat akad, ia akan 
bertanggung jawab terhadap kerugian atau 
biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.
22
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5. Nisbah Keuntungan 
Menurut Kasmir nisbah keuntungan dalam konsep 
mud}a>rabah  dapat ditentukan sebagai berikut :23 
a. Prosentase, nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam 
bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinnyatakan 
dalam nominal 
b. Bagi untung dan rugi, ketentuan ini merupakan konsekuensi 
logis dari karakteristik akad mud}a>rabah itu sendiri, yang 
tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertrainty 
cintracs). Dalam kontrak ini return tergantung kepada kinerja 
sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar maka kedua belah pihak 
mendapat bagian yang besar juga, akan tetapi bila labanya kecil 
maka bagiannya juga kecil 
c. Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akad mud}a>rabah 
adalah untuk menghindari moral hazard mud}a>rib bukan untuk 
“mengamankan” nilai investasi jika kita terjadi kerugian karena 
faktor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul karena 
faktor resiko bisnis, jaminan mud}a>rib tidak dapat disita oleh 
s|ah}}ibul maal. 
d. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan 
berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang 
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berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil 
tawar menawar antara s|ah}}ibul maal dan mud}a>rib. 
  Cara menyelesaikan kerugian, antara lain : 
1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena 
keuntungan merupakan pelindung modal 
2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diabil 
pokok modal 
 
6. Pembatalan Mud}a>rabah 
Menurut Wahbah al-Zuhayli ada beberapa hal yang dapat 
menyebabkan berakhirnya mud}a>rabah, yaitu24 : 
a. Salah seorang yang berakad meninggal dunia 
Menurut jumhur ulama, apabila rab al-mal atau 
amil meninggal dunia, maka dengan sendirinya mud}a>rabah 
menjadi batal. Wafatnya salah seorang yang berakad 
menyebabkan batalnya mud}a>rabah, baik kewafatannya itu 
diketahui atau tidak diketahui oleh pihak lain. 
b. Salah seorang yang berakad gila 
Mud}a>rabah itu menjadi batal apabila salah satu 
pihak yang berakad terkena penyakit gila. Hal ini 
disebabkan karena secara hukum gila itu dapat 
menghilangkan kecakapan hukum. 
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c. Rab al-mal murtad dari Islam 
Menurut Hanafiyah apabila rab al-mal murtad dari 
Islam dan meninggal atau terbunuh dalam kemurtadan atau 
bergabung dengan musuh dan telah diputuskan hakim 
tentang pembelotannya, maka dapat membatalkan 
mud}a>rabah. Hal ini disebabkan murtad dapat 
menghilangkan kecakapan hukum rab al-mal dengan dalil 
bahwa harta orang murtad dibagikan di antara ahli 
warisnya. 
d. Modal rusak di tangan „amil 
Apabila modal rusak di tangan amil sebelum 
membeli sesuatu, maka mud}a>rabah itu menjadi batal karena 
harta itu menentukan pada akad mud}a>rabah dengan 
penerimaan.
25
  
 
7. Hikmah Disyariatkannya Mud}a>rabah 
Islam mensyariatkan akad kerja sama mud}a>rabah untuk 
memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta, tetapi 
tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak 
memiliki harta, tetapi memiliki suatu kemampuan untuk mengelola 
dan mengembangkannya. Syariat membolehkan kerja sama ini agar 
mereka bisa saling mengambil manfaat s|ah}}ibul maal (investor) 
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memanfaatkan keahlian mud}a>rib (pengelola) dan mud}a>rib 
(pengelola) memenfaatkan harta sehingga terwujudlah kerja sama 
harta dan amal. Allah Ta‟ala tidak mensyariatkan satu akad, 
kecuali mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
26
 
 
8. Skema Pembiayaan Mud}a>rabah 
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B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
 Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mempunyai 
tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi 
kebutuhan publik yang strategis.
27
 
 Visi   MUI   adalah   terciptanya   kondisi   kehidupan   
kemasyarakatan,   kebangsaan,   dan kenegaraan  yang  baik,  memperoleh  
ridla  dan  ampunan  Allah  Subhanahu  Wa  Taala (baldah thayyibah wa 
rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi 
terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal 
muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmah lil-alamin).
28
 
 Sedangkan  misi  MUI  adalah:  Pertama,  menggerakkan  
kepemimpinan  dan  kelembagaan umat  secara  efektif  dengan  
menjadikan  ulama  sebagai  panutan (qudwah  hasanah), sehingga mampu  
mengarahkan  dan  membina  umat  Islam  dalam  menanamkan  dan  
memupuk  akidah Islamiah, serta menjalankan syariat Islamiah. Kedua, 
melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi  mungkar  dalam  
mengembangkan  akhlak  karimah  agar  terwujud  masyarakat  berkualitas 
(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, 
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mengembangkan ukhuwwah Islamiah dan kebersamaan dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
29
 
2. DSN MUI 
 Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majlis 
Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.(Malik 2015) 
 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai 
masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam 
bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan 
syariat Islam.
30
 
 Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan 
koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan 
dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang 
memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh 
kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah
31
 
 Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan 
ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara 
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proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang 
dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. 
Visi DSN-MUI 
 Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi 
masyarakat.
32
 
Misi DSN-MUI  
 Menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga 
keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.
33
 
Tugas DSN-MUI 
a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, 
LBS, dan LPS lainnya; 
b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS 
lainnya; 
c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan 
fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat 
diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
d. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta‟limat) kepada LKS, LBS, dan LPS 
lainnya; 
e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut 
rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
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f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut 
Rekomendasi ASPM. 
g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan 
Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas 
terkait; 
h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, 
produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS 
lainnya yang memerlukan; 
j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi 
LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan 
literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan 
l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 
khususnya.
34
 
 
Wewenang DSN-MUI
35
 
a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh 
DSN-MUI; 
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b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk 
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; 
c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, 
LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran; 
d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya 
mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada 
lembaga yang bersangkutan; 
e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk 
menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan 
ekonomi syariah; dan 
f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik 
dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha 
bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.  
 
3. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 
 Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mud}a>rabah (Qirad}), memutuskan dan 
menetapkan yaitu
36
  
Pertama: Ketentuan Pembiayaan: 
a. Pembiayaan mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 
LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 
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b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai s|ah}}ibul maal (pemilik dana) 
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mud}a>rib atau pengelola 
usaha. 
c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 
(LKS dengan pengusaha). 
d. mud}a>rib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syari‟ah; dan LKS tidak ikut 
serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 
bentuk tunai dan bukan piutang. 
f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 
dari mud}a>rabah kecuali jika mud}a>rib (nasabah) melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 
g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mud}a>rabah tidak ada jaminan, 
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 
meminta jaminan dari mud}a>rib atau pihak ketiga. Jaminan ini 
hanya dapat dicairkan apabila mud}a>rib terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam 
akad. 
44 
 
h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 
fatwa DSN. 
i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 
j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan
37
. 
 
Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan: 
a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mud}a>rib) harus cakap 
hukum. 
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut:  
1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, 
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 
penyedia dana kepada mud}a>rib untuk tujuan usaha dengan syarat 
sebagai berikut:  
1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
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2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut 
harus dinilai pada waktu akad. 
3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 
kepada mud}a>rib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 
dengan kesepakatan dalam akad. 
d. Keuntungan mud}a>rib adalah jumlah yang didapat sebagai 
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus 
dipenuhi:  
1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 
disyaratkan hanya untuk satu pihak. 
2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati 
dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-
tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus 
berdasarkan kesepakatan. 
3) Penyedia dana wajib menanggung semua kerugian akibat 
dari pembiayaan mud}a>rabah apabila bukan dari kelalaian 
atau kesengajaan dari pihak pengelola modal dan pengelola 
modal wajib menanggung kerugian apabila kerugian terjadi 
akibat kelalaian atau kesengajaan atas dirinya sendiri. 
46 
 
e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mud}a>rib), sebagai perimbangan 
(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 
memperhatikan hal-hal berikut:  
1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mud}a>rib, tanpa campur 
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk 
melakukan pengawasan. 
2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 
3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari‟ah Islam 
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mud}a>rabah, 
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas 
itu.
38
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kelurahan Sidareja 
 Desa Sidamulya merupakan salah satu kelurahan dari sepuluh 
kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sidareja Kabupaten 
Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Adapun batasan wilayah Desa Sidamulya 
yaitu : 
1
 Utara  : Desa Cikalong 
 Timur   : Desa Cibenon 
 Selatan : Desa Taklang 
 Barat  : Desa Citengah 
 Luas wilayah sekitar 200,5 Ha yang terbagi menjadi 10 Desa, yaitu 
Desa Gunungreja, Karanggedang, Kunci, Margasari, Penyarang, 
Sidamulya, Sidareja, Sudagaran, Tegalsari dan Tinggarjaya.
2
 
 Kondisi masyarakat desa Sidamulya sebagian besar adalah 
berprofesi sebagai petani dan pedagang. Mengingat Kelurahan Sidareja 
adalah pusat terjadinya perputaran perkonomian di kecamatan Sidareja. 
Di kelurahan Sidareja tersebut terdapat sebuah pasar yang telah berdiri 
jauh sebelum BMT Titian Rabbani muncul, yaitu Pasar Karna Sidareja. 
Pasar ini beroperasi setiap hari. Di dalam Pasar Karna sendiri ada sekitar 
                                                             
1 Hasil wawancara dengan Bp. Arifin Camat Sidareja, 16 April 2019 pukul 13.00 WIB 
 
2 Hasil wawancara dengan Bp. Arifin Camat Sidareja, 16 April 2019 pukul 13.00 WIB 
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60. pedagang yang membuka kios yang menjual berbagai kebutuhan 
masyarakat, sedangkan yang diluar pasar sendiri lebih dari 80 pedagang 
yang membuka lapak kecil. 
 Sidareja adalah sebuah pusat perekonomian yang memang sangat 
menguntungkan. Masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pedagang 
jelas sangat beruntung dengan keberadaan Pasar Karna. Namun tidak 
hanya itu, perkonomian yang berjalan di Desa Sidareja, semata-mata 
tidak hanya karena keberadaan pasar tersebut. masih banyak masyarakat 
yang berperan pula dalam menggerakan perekonomian di desa tersebut. 
yaitu para pengusaha mikro yang berada di sekitar daerah Sidareja. 
Seperti usaha tahu tempe, usaha saleh pisang rumahan dan lain-lain. 
 
B. Gambaran Umum BMT Titian Rabbani 
1. Sejarah Berdiri BMT Titian Rabbani 
 BMT Titian Rabbani Sidareja merupakan BMT yang 
didirikan oleh sebuah lembaga yayasan yang bernama Titian 
Rabbani. Yayasan Titian Rabbani memiliki
 
sebuah sekolah yang 
bernama Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK-IT) Insan 
Kamil. BerdiIrnya BMT Titian Rabbani itu sendiri karena adanya 
dana tabungan lebih milik Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu 
yang pada awalnya dipegang oleh BMT lain, melihat adanya 
peluang yang sangat besar maka pengurus yayasan berinisiatif 
untuk mendirikan BMT sendiri, yaitu BMT Titian Rabbani. BMT 
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Titian Rabbani merupakan BMT pertama yang berdiri di wilayah 
Sidareja.
3
 
 Secara yuridis, BMT Titian Rabbani telah mendapat 
legalitas hukum pada akta pendirian koperasi yang dimulai sejak 
10 Juni 2010. Setelah mendapat pengesahan dari pejabat 
Departemen Koperasi dan PKM dengan nomor badan hukum 
:271/BH/XIV.7/220/4.1/2010. Yang beralamatkan di Jl. Jendral 
Sudirman No. 76 Sidamulya Kec. Sidareja Kab. Cilacap, Jawa 
Tengah.
4
 
 Kemudian pada pertengahan bulan Juni 2010 BMT Titian 
Rabbani mulai beroperasi dengan modal awal 20 juta yang berasal 
dari iuran anggota pendiri yayasan Titian Rabbani tersebut. Modal 
awal digunakan untuk berjalannya BMT Titian Rabbani. Dengan 
modal awal yang cukup lembaga ini dijalankan dengan sungguh-
sungguh dan konsisten, sehingga sampai pada akhir tahun 2018 
asset yang dimiliki BMT Titian Rabbani mencapai Rp. 
5.000.000.000,00.
5
 
 Dengan latar belakang masyarakat yang ada pada saat itu 
belum mengenal apa itu BMT sehingga menganggap bahwa BMT 
yang beroperasi berdasarkan nilai islam itu dianggap kurang 
                                                             
3 Mujahidin, Manajer BMT Titian Rabbani, Wawancara Pribadi, 14 Januari 2019, jam 
08.00-10.00 WIB 
 
4
 Ibid 
  
 
5
 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT Titian Rabbani Sidareja, Tahun 2018, 
hlm 7  
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profesional dan kurang menguntungkan, maka berkat kegigihan 
para pendiri BMT Titian Rabbani Sidareja, lembaga ini mampu 
bertahan dan telah membebaskan masyarakat pada masa itu dari 
jeratan rentenir serta mampu berkembang hingga sekarang 
 
2. Visi dan Misi BMT Titian Rabbani Sidareja 
Visi BMT Titian Rabbani Sidareja 
Menjadi koperasi serba usaha yang syari’ah, mandiri, profesional 
dan terpercaya untuk membantu pengembangan ekonomi 
masyarakat bawah dan menengah.
6
 
 
Misi BMT Titian Rabbani Sidareja 
a. Meningkatkan kesejahteraan umat dalam bingkai syari’ah 
melalui pengembangan modal usaha 
b. Mewujudkan anggota dan masyaraka yang sejahtea dan 
mandiri 
c. Mewujudkan lembaga yang kokoh melalui komitmen SDM 
pengelola, pengurus dan pengawas 
 
 
 
 
                                                             
6
 Ibid  
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3. Struktur Organisasi dan Tugas BMT Titian Rabbani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 
PENGURUS 
Ketua  : Kristiawan 
Sekertaris : Sugit Budi S 
Bendahara : Suparno 
PENGAWAS 
Ketua :  Salmizan 
Anggota : 1. Pratomo 
     2. Rasmin 
     3. Ari Saputra 
 
 
MANAGER 
MUJAHIDIN 
ADMIN MARKETING 
PENJUALAN TELLER 
Sehaturahmah 1. Anton 
2. Fauzi 
3. Darmanto 
4. Agus W 
5. Sandi A 
1. Muhsin 
2. Kasima
n 
1. Ani 
P 
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 Adapun penjelasan mengenai tugas dan wewenang dari masing-
masing pengurus adalah sebagai berikut : 
a. Dewan Pengawas 
1) Wewenang 
Kewenangan DPS yaitu membuat kebijakan umum dan 
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga 
sesuai dengan tujuan lembaga. 
7
 
2) Tugas  
Sedangkan tugasnya ialah : 
a) Menyusun kebijakan umum Baitul Tamwil 
b) Melakukan pengawasan kegiatan 
c) Memberikan masukan-masukan sistem operasional 
syariah 
d) Mengevaluasi sistem kerja LKS 
b. Pengurus 
1) Wewenang 
Wewenang pengurus antara lain : 
a) Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan 
pelaksanaan pengelola LKS yang dijalankan oleh 
pengelola agar tetap mengikuti kebijaksanaan dan 
keputusan yang telah disetujui oleh Rapat Anggota 
                                                             
 
7
 Mujahidin, Manajer BMT Titian Rabbani, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2019, jam 
08.00-10.00 WIB 
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b) Memantau pelaksanaan rencana kerja tahunan, 
triwulan dan bulanan serta mingguan dari pengelola 
LKS melalui pelaporan 
2) Tugas  
a) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan 
umum untuk mendapatkan persetujuan Rapat 
Anggota 
b) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan LKS 
c) Ikut serta dalam mensosialisasikan LKS 
d) Menyelenggarakan Rapat Pengelola dan Pengurus 
e) Menyelenggarakan Rapat Angota Tahunan 
f) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan 
pembiayaan yang diajukan kepada LKS.
8
 
c. Manager 
1) Wewenang 
Memimpin jalannya LKS sesuai dengan tujuan dan 
kebijaksanaan umum yang telah ditugaskan oleh DPS yang 
telah disetujui dalam Rapat Anggota untuk mencapai tujuan 
LKS, visi, Misi serta semangat para karyawan. 
 
 
 
                                                             
 
8
 Ibid  
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2) Tugas 
a) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran 
LKS dan rencana kerja tahun baru yang akan datang 
kepada pengurus 
b) Menyusun dan meminta persetujuan tentang 
peraturan wewenang siapa saja yang harus 
menyetujui pembiayaan berdasarkan besarnya 
pembiayaan yang akan diberikan 
c) Mengusulkan produk baru kepada pengurus untuk 
disetujui penggunaannya 
d) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak 
melebihi batas
9
 
d. Administrasi 
 Wewenangnya ialah mengawasi dan bertanggung jawab 
atas pendokumenan hariah dan kelengkapan data atau bukti-bukti 
mutasi untuk kebenaran penataan transaski. Sedangkan tugasnya 
ialah : 
a) Mengawasi kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan 
b) Mengatur dan mengawasi penyusunan laporan keuangan 
yang berkala dan laporan-laporan yang diperlukan 
c) Mengarsipkan semua berkas-berkas, surat-surat dan 
dokumen-dokumen sehingga tidak berantakan dan hilang 
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d) Bertanggung jawab atas pemakaian arsip oleh bagian lain 
e. Marketing 
 Wewenangnya ialah bertanggung jawab untuk menjual 
produk dan meningkatkan pelayanan LKS baik pembiayaan 
maupun simpanan dan mengatur, mengawasi serta melaksanakan 
kegiatan LKS dalam hal pembiayaan dan simpanan.  
Adapun tugas bagian marketing ialah : 
a) Mencari calon anggota penyimpanan baru dan usaha-
usaha anggota yang potensial untuk diberikan pembiayaan 
b) Mengamati, memantau dan memberikan pembinaan serta 
mengusahakan agar pelunasannya sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati 
c) Melakukan penagihan ke setiap anggota yang diberikan 
pembiayaan 
d) Memiliki kelayakan jaminan yang diajukan oleh para 
pemohon pembiayaan.
10
 
f. Teller 
Tugas teller ialah : 
a) Bertanggung jawab atas semua pembayaran dan 
penerimaan uang dari nasabah 
b) Menata register buku tabungan 
c) Mempersiapkan realisasi pembiayaan nasabah 
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d) Mengurusi persediaan buku tabungan mud}a>rabah11 
 
C. Produk-produk BMT Titian Rabbani Sidareja 
 BMT Titian Rabbani mempunyai dua jenis produk, yaitu produk 
simpanan dan produk pembiayaan. Diantara produk simpanan adalah 
sebagai berikut : 
1. Simpanan Titian Rabbani (SITANI) 
 Jenis simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil antara 
anggota dengan pihak BMT dan bagi hasil diberikan setiap akhir 
bulan. Setoran awal minimal adalah Rp. 20.000. Setoran dan 
penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama dalam jam 
kerja.
12
 
2. Simpanan Pendidikan dan Pelajar (SI PINTAR) 
 Si Pintar adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yad 
dlomanah yang di rancang untuk mempermudah anggota dalam 
memenuhi kebutuhan biaya pendidikan baik peroragan maupun 
lembaga. Tabungan ini digunakan untuk biaya sekolah mulai dari 
Taman Kanak-kanak (TK) hingga sampai ke Perguruan Tinggi. 
Setoran awal minimal adalah Rp. 20.000. Dan akan mendapatkan 
souvenir akhir tahun pelajaran untuk lembaga.
13
 
                                                             
 
11
 Ibid 
 
 
12
 Seehatumah, admin BMT Titian Rabbani, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2019, jam 
08.00-10.00 WIB 
 
 
13
 Ibid 
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3. Simpanan Mud}a>rabah Berjangka (SIMPANAN MUJA) 
 Simpanan Muja adalah salah satu jenis simpanan yang 
menggunakan akad mud}a>rabah muthlaqah. Yaitu nasabah sebagai 
pemilik dana (s|ah}}ibul maal) dan BMT sebagai pengeola 
(mud}a>rib) dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha 
produktif, halal dan sesuai prinsip syariah. Hasil usaha ini dibagi 
antara nasabah dan BMT sesuai dengan porsi yang disepakati di 
awal kesepakatan. Jangka waktu minimal adalah 3 bulan dan 
maksimal 24 bulan, sedangkan setoran minimal adalah Rp. 
1.000.000.
14
 
4. Simpanan Hari Tua (SHT) 
 SHT adalah simpanan yang sangat bermanfaat untuk masa 
depan dengan memberikan rasa nyaman di hari tua nanti. Setoran 
simpanan sesuai kesepakatan pake SHT dengan alternatif 
minimal adalah Rp.50.000/bulan dengan jangka waktu minimal 5 
tahun. 
15
 
5. Simpanan Paket Lebaran dan THR (SHR) 
SHR adalah simpanan yang dirancang khusus bagi mitra 
usaha yang mengelola paket lebaran dan lembaga guna 
mempersiapkan thr Para karyawannya. Setoran awal Rp.20.000.
16
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 Ibid  
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6. Simpanan Kurban/Aqiqah (SIMKU) 
 Simku adalah simpanan yang diperuntukan khusus bagi 
anggota/nasabah yang berkeinginan menunaikan ibadah 
penyembelihan hewan qurban. Setoran awal minimal adalah 
Rp.20.000. Bisa atas nama perorangan dan lembaga atau 
kelompok arisan kurban. Keuntungannya adalah : 
1) Ringan, karena setoran dilakukan secara berkala sehingga 
tidak memberatkan 
2) Bagi hasil, setoran anggota diperlakukan sebagai investasi 
di BMT, sehingga anggota akan memperoleh bagi hasil 
atas simpanannya tesebut.
17
 
7. Simpanan Haji dan Umrah (SI HAJI) 
 Si Haji adalah simpanan anggota dengan akad wadi’ah 
yadh amanah yang dirancang khusus bagi nasabah yang 
berkeiinginan menunaikan ibadah haji ke Baitullah dimasa yang 
akan datang. Setoran awal SHT adalah minimal Rp. 20.000 dan 
setoran selanjutnya adalah Rp. 100.000.
18
 
 
Adapun produk-produk pembiayaan BMT Titian Rabbani adalah 
sebagai berikut  
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1. Mud}a>rabah 
 Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang 
disediakan oleh pihak BMT kepada nasabah yang ingin 
menambahkan modal usahanya. Dalam pembiayaan ini BMT 
Titian Rabbani menyediakan modal usaha sepenuhnya, nasabah 
hanya menyediakan jenis usaha dan pengelolaannya. Hasil 
keuntungan dibagi antara pihak BMT dan nasabah sesuai awal 
kesepakatan.
19
 
2. Murabahah 
 Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, 
dimana LKS dapat membantu anggotanya dengan membiayai 
pembelian barang yang dibutuhkan anggota tersebut. harga jual 
kepada anggota adalah sebesar harga beli barang ditambah 
keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah dan BMT.
20
 
3. Hiwalah  
Hiwalah merupakan pembiayaan pengalihan hutang 
anggota dari pihak ketiga kepada BMT. Kemudian pihak BMT 
akan membayarkan hutang anggotanya tersebut keada pihak 
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20
 Mujahidin, Manajer BMT Titian Rabbani, wawancara pribadi, 12 April 2019, jam 
08.00-09/0 WIB. 
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ketiga. Lalu pihak anggota membayarkan kewajiban setiap 
bulannya kepada BMT.
21
   
D. Penerapan Pembiayaan Mud}a>rabah di BMT Titian Rabbani Sidareja 
Cilacap 
 Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang disediakan oleh 
BMT Titian Rabbani kepada nasabah yang ingin menambah modal 
usaha. Dalam pembiayaan ini BMT Titian Rabbani menyediakan modal 
usaha sepenuhnya, nasabah yang menyediakan jenis usahanya dan 
pengelolaannya. Hasil keuntungan dari hasil usaha ini akan dibagi sesuai 
dengan kesepakatan diawal perjanjian. 
 Adapun syarat pengajuan produk Mud}a>rabah antara lain : 
a. Menjadi anggota BMT Titian Rabbani 
b. Fotocopy Kartu Keluarga 
c. Fotocopy KTP suami dan istri 
d. Foto copy jaminan, berupa  
1) Sertifikat tanah 
2) BPKB 
3) Perhiasan emas 
 Prosedur pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Titian 
Rabbani Sidareja adalah sebagai berikut : 
1) Tahap pendafataran permohonan pembiayaan 
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 Para calon nasabah sebelum mendapatkan berbagai 
fasilitas-fasilitas yang ada di BMT Titian Rabbani Sidareja, mereka 
harus membuat dan mengajukan Surat Pengajuan Permohonan 
(SPP) serta harus memenuhi persyaratan-perrsyaratan sebagai 
berikut 
22
: 
1. Pengajuan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dkepada BMT  
a) Menjadi anggota BMT 
Pada tahap ini calon nasabah yang belum menjadi 
anggota BMT  tidak dapat mengajukan permohonan 
pembiayaan. Oleh karena itu mereka harus terlebih dahulu 
menjadi anggota BMT dengan membuka dan mempunyai 
tabungan. Dalam hal ini BMT Titian Rabbani mempunyai 
batasan minimal tabungan anggota yaitu sebesar Rp.30.000     
b) Mengisi formulir 
 Yaitu mengisi formulir pembiayaan yang disediakan 
oleh BMT dengan selengkap-lengkapnya.termasuk mengisi 
jumlah pembiayaan yang diajukan serta jangka waktu 
pelaksanaanya. 
c) Mempunyai usaha 
 Pada point ini nasabah yang akan mengajukan 
pembiayaan harus mempunyai usaha terlebih dahulu, 
minimal usaha sudah berjalan selama 1 tahun. Nantinya 
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pihak BMT akan melakukan pengecekan secara langsung 
terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah yang 
akan mengajukan pembiayaan. 
d) Bersedia untuk disurvei ke rumah atau tempat usaha 
 Survei ini dimaksudkan untuk mengetahi kebenaran 
dari adanya usaha nasabah, jenis usaha yang dijalankan 
oleh nasabah, sesuai tidaknya besar jumlah pembiayaan 
yang diajukan dengan usaha nasabah. Selain itu juga 
dimaksudkan untuk memastikan kebenaran tempat tinggal 
atau tempat usaha calon nasabah. 
e) Adanya jaminan yang mempunyai nilai ekonomis. 
Misalnya BPKB atau sertifikat tanah 
Setelah semua prosedur diatas dilengkapi maka 
Customer Service (CS) memeriksa kembali persyaratan dan 
melakukan wawancara dengan nasabah serta mencatat No 
Register permohonan pembiayaan.
23
 
2) Tahap survei lapangan 
a) Setelah Customer Service (CS) memeriksa kelengkapan 
dari blangko permohonan pembiayaan dan syarat-syarat 
lainnya, berkas-berkas tersebut diserahkan kebagian 
manager BMT Titian Rabbani. 
                                                             
23
 Ibid  
63 
 
b) Manager menerima berkas tersebut dan akan memeriksa 
kembali berkas-berkas tersebut, kemudian pihak manager 
memerintahkan kepada petugas marketing untuk 
melakukan survey ke lokasi usaha nasabah dengan 
membawa formulir pemeriksaan dan penilaian permohonan 
pembiayaan. 
c) Manager mengkaji seluruh hasil survey dalam laporan 
pemeriksaan dan penilaian yang kemudian ditanda tangani 
oleh pemeriksa
24
 
3) Tahap Usulan pembiayaan 
Setelah melakukan survey ke lokasi usaha nasabah, manager 
membuat usulan pembiayaan kepada dewan pengawas dengan 
menyerahkan berkas sebagai berikut : 
a) Blangko keterangan permohonan pembiayaan 
b) Laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan 
dengan permohonan pembiayaan
25
 
4) Tahap putusan permohonan pembiayaan  
a) Dewan pengawas menerima berkas dari manager yang 
berupa blangko keterangan permohonan pembiayaan dan 
laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan 
dengan permohonan pembiayaan. 
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b) Para pengawas BMT Titian Rabbani Sidareja melakukan 
musyawarah terkait taporan hasil pemeriksaan dan 
penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaaan 
tersebut, dan menentukan disetujui atau tidaknya 
pembiayaan yang diajukan. 
5) Tahap realisasi pembiayaan 
Realisasi pembiayaan ini dilakukan setelah permohonan 
dsetujui. Biasanya di BMT Titian Rabbani Sidareja ini pencairan 
dana dilakukan antara 1-7 hari. 
26
 
a) Lalu pihak BMT memanggil nasabah untuk memberikan 
penjelasan tentang besarnya pembiayaan yang akan 
diterima, jangka waktu serta cara mengangsur. Apabila 
nasabah belum mengerti dan belum paham mengenai 
pembiayaan yang diajukan, maka pihak BMT akan 
menjelaskan secara lebih rinci kepada nasabah. 
b) Meminta nasabah untuk membubuhkan tanda tangan atau 
cap jempol pada halaman belakang kwitansi untuk 
kemudian petugas BMT akan mencocokan dengan tanda 
tangan atau cap jempol yang ada sebelumnya pada tanda 
bukti diri. 
c) Petugas BMT menyerahkan uang kepada nasabah sesuai 
besaran pinjaman yang diajukan. 
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 Dalam realisasi pembiayaan ini para pihak BMT Titian 
Rabbani memberikan masukan-masukan kepada pengusaha yang 
telah menerima modal pembiayaan dalam menjalankan usahanya 
kelak, sehingga kemungkinan dapat mengurangi faktor terjadinya 
kerugian
27
. 
 Demikianlah tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses 
pembiayaan dengan akad mud}a>rabah di BMT Titian Rabbani 
Sidareja, antara pihak BMT dengan pihak nasabah. 
 
E. BMT Titian Rabbani dan Pengembangan Usaha Mikro 
Meningkatkan ekonomi umat dan memberdayakan usaha mikro 
adalah salah satu misi yang direncanakan BMT terhadap masyarakat. 
Untuk mencapai visi misinya tersebut BMT Titian Rabbani Sidareja 
mengandalkan produk pembiayaan mud}a>rabah sebagai alternatif untuk 
meningkatkan perkekonomian umat. 
 BMT Titian Rabbani dalam membina para pengusaha kecil hanya 
dengan melakukan pemantauan usaha yang dilakukan setiap bulannya 
dengan melakukan pencatatan perkembangan usahanya. Hal ini 
dilakukan sebagai fungsi untuk mengendalikan jalannya operasional dari 
usaha nasabah agar tetap maju.
28
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 Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak BMT Titian Rabbani setiap 
bulannya untuk meberikan masukan-masukan, sehingga di dalam 
pelaksanaan setiap kegiatannya dapat diketahui kemajuan-kemajuan 
tersebut, dengan cara menyampaikan laporan-laporan dan kendala yang 
telah dihadapi dengan cara sharing dan merencanakan kegiatan yang 
akan datang dengan memecahkan masalah-masalah yang dialami. 
 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di lapangan, karena 
sulitnya akses untuk bertemu para nasabah maka penulis hanya berhasil 
mewawancarai 4 orang nasabah BMT Titian Rabbani. Tiga orang 
tersebut ialah Anas Luthfi, Anton Fauzi, Turyati dan Rina Astuti. 
Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut : 
1. Anas Luthfi29 
Beliau adalah warga desa Gebangsari Rt 03 Rw 04 
Tambaksari Kecamatan Kedungreja. Beliau bergabung menjadi 
anggota BMT Titian Rabbani sejak Maret 2018. Usahanya 
bergerak di bidang pembuatan tahu dan tempe. Pada saat 
wawancara mengenai prosedur permulaan menjadi nasabah 
mud}a>rabah, beliau disuruh untuk mendaftarkan dirinya terlebih 
dahulu untuk menjadi anggota nasabah BMT. Adapun untuk 
mendapatkan talangan dana mud}a>rabah beliau harus menabung 
terlabih dahulu minimal Rp.30.000.   
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 Kemudian bapak Annas mendapatkan pinjaman modal 
sebesar 9 juta rupiah, dana tersebut ia gunakan untuk usaha awal 
dan membeli mesin produksi.. Bapak Annas sebelum mendapatkan 
dana talangan tersebut, beliau harus mengisi formulir kontrak yang 
isinya tentang prosentasi bagi hasil. Adapun bagi hasil yang 
disepakati oleh bapak Annas pada awal perjanjian adalah 70%-
30%. Artinya laba bersih bersih 70% untuk nasabah dan 30% 
untuk BMT. Selain itu nasabah juga diminta untuk menyerahkan 
jaminan yang berharga sebagai komitmen keseriusan dalam 
menjalankan kinerja. Dalam hal ini bapak Annas menjaminkan 
sertifikat tanah pekarangan rumahnya.
30
 
 Pak Annas memilih BMT Titian Rabbani karena prosedur 
yang mudah dan pengembalian modalnya tidak terlalu berat. Selain 
itu juga lebih senang dan yakin akan kehalalan usahanya, karena ia 
telah meminjami di BMT Titian Rabbani yang dasarnya adalah 
syariah.  
 Sebelum mendapatkan pembiayaan di BMT Titian Rabbani 
pendapatan Pak Annas setiap bulannya mendapat 2 juta/bulan, kini 
setelah mendapatkan pembiayaan omset penjualan bapak Annas 
bisa memperoleh 1,5 juta/minggu. kalau sedang ramai bahkan bisa 
mencapai 2 juta/minggu. 
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Sebelum melakukan pembiayaan, bapak Annas hanya 
mempunyai 1 orang karyawan untuk membantu kegiatan usahanya. 
Tetapi setelah usaha beliau mengalami perkembangan setelah 
mendapatkan pembiayaan, pak Annas menambah jumlah 
karyawannya 1 lagi, total kini karyawannya 2 orang.
31
 
Faktanya setelah menjalin kerjasama dengan BMT, usaha 
bapak Annas yang sebelumnya sempat tersendat karena 
kekurangan dana, kini menjadi lebih baik dan berkembang. Karena 
pihak BMT selain memberikan dana kerjasama juga selalu 
melakukan bimbingan kepada nasabahnya dalam menjalankan 
usaha agar sesuai dengan tujuan bersama. 
2. Anton Fauzi32 
Beliau adalah warga desa Cipriyuk Rt 03 rw 04 
Bangunreja. Beliau bergabung menjadi anggota BMT Titian 
Rabbani sejak Juli 2016. Usahanya bergerak di bidang pembuatan 
gula jawa, usahanya sudah berjalan sejak tahun 2014. Berniat 
mengembangkan usahanya akan tetapi pak Anton terkendala 
mengenai masalah keuangan, karena  ketika itu pelanggan pak 
Anton belum melunasi orderannya. Untuk mengelola usahanya 
kembali beliau kehabisan dana sehingga beliau membutuhkan 
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 Ibid  
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 Hasil wawancara dengan Anton Fauzi, nasabah BMT Titian Rabbani, Bangunreja, 
Cilacap, pada tanggal 15 April 2019 pukul 11.00-12.00 WIB. 
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suntikan dana. Setelah itu pak Anton mendatangi BMT Titian 
Rabbani untuk mengajukan pembiayaan mud}a>rabah. 
 Proses awal yang dilalui pak Anton sama dengan nasabah 
Annas Luthfi di atas. Dia disuruh untuk mendaftar sebagai nasabah 
dan menabung minimal Rp.30.000. kemudian mengisi formulir 
kesepakatan prosentase bagi hasil. Kemudian  pinjaman modal 
yang diajukan beliau adalah sebesar 35 juta rupiah.  
Adapun bagi hasil yang disepakati oleh bapak Anton pada 
awal perjanjian adalah 80%-20%. Artinya laba bersih bersih 80% 
untuk nasabah dan 20% untuk BMT. Menurutnya bagi hasil 
dilakukan setiap bulan sekali, pak Anton menmberikan jaminan 
sertifikat pekarangannya sebagai wujud komitmennya dalam 
menjalin kerjasama dengan BMT Titian Rabbani. 
33
 
Omset penjualan yang didapatkan beliau setelah 
mendapatkan pembiayaan adalah 3 juta/minggu, sebelumnya 
beliau hanya mendapatkan 5 juta/bulan. Saat ini usahanya sudah 
berkembang, bahkan sekarang orderannya tidak hanya dari Jawa 
Tengah saja, melainkan dari Jawa Barat dan Jawa Timur. 
Usahanya berjalan dengan lancar karena pihak BMT selalu 
menanamkan prinsip kekeluargaan dengan selalu memberikan 
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bimbingan, solusi dan bersedia mendengar keluhan apabila 
nasabah mengalami masalah dalam bisnisnya.
34
 
Sebelum mendapatkan pembiayaan pak Anton hanya 
memiliki 3 orang karyawan, karena usahanya mengalami kemajuan 
dan pesanan yang semakin menambah pak Anton menambah 
karyawannya lagi sebanyak 2 orang, total kini karyawan pak Anton 
berjumlah 5 orang. 
3. Sumiyati35 
Bu Sumiyati adalah warga desa Kedungreja, beliau adalah 
seorang pengusaha saleh pisang rumahan dan mempunyai dua 
orang karyawan. Ibu Sumiyati adalah salah satu anggota nasabah di 
BMT Titian Rabbani Sidareja. Beliau pernah melakukan 
pembiayan mud}a>rabah pada awal mendirikan usahanya tersebut. 
Prosesnya sama seperti awal ibu Sumiyati mengajukan pembiayaan 
ke BMT.  
 Pada saat itu ibu Sumiyati mempunyai orderan yang sangat 
banyak tiap bulannya, namun dengan permintaan yang banyak 
tersebut beliau sedikit kelelahan karena alat produksi dan karyawan 
yang sangat terbatas. Maka ketika salah satu karyawan BMT 
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 Hasil wawancara dengan Sumiyati, nasabah BMT Titian Rabbani, Kedungreja, 
Cilacap, pada tanggal 18 April  2019 pukul 14.00-15.00 WIB 
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mengunjungi beliau dan melihat-lihat usaha saleh pisangnya, 
beliau diberi saran untuk melanjutkan usahanya dengan menambah 
alat produksi dan menambah karyawannya. Melihat latar belakang 
usaha ibu Sumiyati akhirnya BMT meminjamkan modal guna 
membantu memajukan usaha ibu Sumiyati. Pinjaman yang 
diajukan beliau adalah sebesar 15 juta rupiah. Bagi hasil yang 
disepakati oleh ibu Sumiyati adalah 80%-20%. Artinya laba bersih 
bersih 80% untuk nasabah dan 20% untuk BMT.  
Sebelum mendapatkan pembiayaan Ibu Sumiyati hanya 
memiliki 3 orang karyawan, karena usahanya mengalami kemajuan 
dan pesanan yang semakin menambah ibu Sumiyati menambah 
karyawannya lagi sebanyak 3 orang, total kini karyawan berjumlah 
6 orang. 
Omset penjualan ibu Sumiyati sebelum mendapatkan 
pembiayaan setiap bulannya hanya mendapat 2 juta rupiah, tetapi 
setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT Titian Rabbani 
kini omset penjualan ibu Sumiyati setiap bulannya mendapat 5 juta 
rupiah,   
Setelah mendapatkan talangan dana dari BMT kini usaha 
beliau semakin berkembang dan mampu mengirimkan saleh 
pisangnya hingga keluar dari Cilacap. Beliau mengaku nyaman 
bekerjasama dengan BMT Titian Rabbani, karena sangat 
membantu sekali dalam usahanya. Selain pengurusannya tidak 
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rumit BMT Titian Rabbani juga menerapkan prinsip kekeluargaan 
dalam berbisnis. 
36
 
4. Rina Astuti37 
 Ibu Rina Astuti adalah warga desa Mulyadadi Kecamatan 
Cipari, beliau adalah seorang pengusaha cemilan kecil-kecilan 
yang berbahan dasar singkong. Usaha beliau sudah berdiri sejak 
tahun 2014. Beliau sudah menjadi anggota BMT Rabbani sejak 
tahun 2017, setiap keuntungan yang ia miliki beliau menabungnya 
di BMT Titian Rabbani.  
Pada saat tahun 2017 beliau mengalami kemacetan usaha 
dan berinisiatif untuk menambahkan modalnya dengan melakukan 
pembiayaan di BMT Titian Rabbani. Awal pengajuan pembiayaan 
sama seperti dengan nasabah yang lain. Pinjaman yang diajukan 
adalah sebesar 5 juta rupiah. Karena beliau sudah menjadi anggota 
BMT Titian Rabbani beliau hanya tinggal melengkapi persyaratan 
yang belum terpenuhi. Pada saat itu bagi hasil yang disepakati 
adalah 80% untuk anggota dan 20% untuk pihak BMT. 
 Sebelum mendapatkan pembiayaan bu Rina memiliki 2 
orang karyawan, karena usahanya mengalami kemajuan dan 
pesanan yang semakin banyak untuk acara-acara, akhirnya bu Rina 
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 Hasil wawancara dengan Rina Astuti, nasabah BMT Titian Rabbani, Cipari, Cilacap, 
pada tanggal 16 April  2019 pukul 14.00-15.00 WIB  
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menambah karyawannya lagi sebanyak 2 orang, kini total 
karyawan bu Rina sebanyak 4 orang. 
Mengenai omset penjualan, sebelum mendapatkan 
pembiayaan, omset penjualan yang didapatkan bu Rina adalah 
sebesar 1 juta perbulan. Tetapi kini karena orderanya semakin 
meambah omset penjualan bu Rina mencapai 2,5juta/bulan 
Beliau sangat senang dan nyaman bekerja sama dengan 
BMT Titian Rabbani karena setiap bulannya beliau mendapatkan 
masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan 
usahanya. Karena pihak BMT selalu memberikan bimbingan, 
solusi dan bersedia mendengar keluhan apabila nasabah mengalami 
masalah dalam bisnisnya, usaha ibu Rina mulai berkembang lagi 
dan banyaknya pesanan yang diterima oleh ibu Rina.
38
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BAB IV 
ANALISIS  PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUD}A>RABAH DI BMT 
TITIAN RABBANI SIDAREJA CILACAP PERSPEKTIF FATWA DSN 
MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 
 
 BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha 
ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan 
prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada 
hakekatnya BMT Titian Rabbani memiliki beberapa program yang 
hampir sama dengan BMT yang lainnya. Baik dari struktur 
kepengurusan, program dan pengelolaan yang dilaksanakan. BMT Titian 
Rabbani telah dilegalisasi dan memiliki program-program yang telah 
terlaksana secara syariah. BMT Titian Rabbani didirikan karena ada 
maksud untuk menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang dari 
para nasabah ke nasabah yang lain, sehingga bisa sampai pada 
peningkatan perekonomian usaha kecil. 
 Secara ideal produk mud}a>rabah merupakan produk yang sangat 
berpotensi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, namun sering 
kali dalam penerapan di lapangan mengalami kendala. Hal ini diebabkan 
karena dasar dari produk kerjasama mud}a>rabah  ini adalah kepeerayaan 
penuh antara pemilik modal dengan pengelola modal. 
 BMT Titian Rabbani mengelola produk pembiayaan mud}a>rabah 
dengan tujuan utama adalah para pengusaha mikro, mengingat lokasi 
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BMT Titian Rabbani yang sangat strategis. Menurut manager BMT 
Titian Rabbani yang menjadi kendala BMT dalam menjalankan 
mud}a>rabah yaitu penetapan angsuran yang harus dibayar tiap periodenya 
dan kurangnya faktor kejujuran dari pihak pengelola.
1
 
 
A. Pelaksanaan Pembiayaan Mud}a>rabah di BMT Titian Rabbani 
Sidareja 
 BMT Titian Rabbani dalam memberikan modal kepada pemohon 
modal yaitu dengan melihat bahwa pemohon modal tersebut telah 
dianggap produktif dan konsekuen serta bertanggung jawab terhadap 
usahanya, karena modal adalah faktor produksi yang digunakan untuk 
membantu berjalannya sebuah usaha.  
 Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh calon anggota 
pembiayaan mud}a>rabah. BMT Titian Rabbani yaitu calon nasabah datang 
sendiri ke kantor BMT Titian Rabbani untuk mengajukan permohonan 
pembiayaan mud}a>rabah. Calon anggota mengatakan kepada pihak BMT 
apa yang dibutuhkan, kemudian pihak BMT memberikan penjelasan 
produk apa yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang diajukan 
oleh anggota kepada pihak BMT tersebut. Kemudian pihak BMT Titian 
Rabbani menjelaskan mengenai syarat-syarat dan mekanisme yang 
berhubungan dengan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. 
                                                             
1 Mujahidin, Manajer BMT Titian Rabbani, Wawancara Pribadi, 14 Januari 2019, jam 
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 Setelah itu pihak Customer Service akan menyerehkan berkas-
berkas kepada pihak manajer, kemudian pihak manajer akan memeriksa 
berkas-berkas tersebut untuk diperiksa. Dan memerintahkan tim survey 
untuk mensurvey tempat usaha calon anggota yang mengajukan 
pembiayaan tersebut. Hasil survey tersebut akan diserahkan kembali 
kepada pihak manajer untuk dimusyawarahkan bersama dengan pihak 
pengurus dan pihak pengawas lainnya. Apabila pengajuan pembiayaan 
tersebut disetujui oleh para pengurus dan pengawas, proses pencairan 
dana akan dilakukan dalam waktu 1-7 hari. 
Untuk memperoleh berbagai pembiayaan tersebut nasabah harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan dan melalui proses yang telah 
ditentukan oleh pihak BMT Titian Rabbani. Persyaratan yang harus 
dipenuhi dalam pemberian modal yaitu memberikan jamnan, dengan 
adanya jaminan maka pengusaha akan lebih mempunyai rasa tanggung 
jawab teradap modal yang diberikan oleh pihak BMT untuk menjalankan 
usahanya tersebut. 
 Dalam hal ini pemberian modal BMT Titian Rabbani memberikan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon modal. Adapun 
syarat pengajuan produk mud}a>rabah  antara lain : 
a. Mempunyai usaha yang jelas, minimal sudah berjalan 1 
tahun 
b. Fotocopy Kartu Keluarga 
c. Fotocopy KTP suami dan istri 
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d. Bersedia untuk disurvey ke rumah 
e. Jujur, amanah dan bertanggung jawab 
f. Foto copy jaminan, berupa  
 Sertifikat tanah 
 BPKB 
 Perhiasan emas 
 Kelayakan usaha merupakan dasar pertimbangan utama atau 
pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak BMT Titian Rabbani, sehingga 
semua pengusaha yang layak usahanya berdasarkan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh pihak BMT akan mendapatkan kesempatan untuk 
menerima pembiayaan dari BMT Titian Rabbani Sidareja. 
 Prosedur pembiayaan tersebut memberikan gambaran yang jelas 
mengenai langkah-langkah seorang calon nasabah yang ingin 
mendapatkan pembiayaan dari BMT Titian Rabbani. Mulai dari 
pengajuan permohonan, pemenuhan syarat-syarat serta kelengkapannya, 
analisis pembiayaan sampai pada pencaran dana pembiayaan telah diatur 
sedemikian rupa sesuai dengan pedoman yang telah ada. 
 BMT Titian Rabbani dalam membina dan mengawasi para 
pengusaha kecil hanya dengan nelakukan pemantauan usaha yang 
dilakukan oleh anggotanya dengan melakukan pencatatan perkembangan 
usaha anggotanya setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk 
mengendalikan jalannya operasional dari usaha anggotanya agar tetap 
maju dan berkembang sesuai yang diharapkan. 
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 Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak BMT Titian Rabbani 
selama satu bulan sekali dengan maksud untuk memberikan masukan-
masukan untuk proses kemajuan kegiatan usaha anggotanya, sehingga 
dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diketahui debgan cara 
menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilakukan dan merencanakan 
kegiatan yang akan datang disertai dengan permasalahan beserta 
solusinya. Dengan adanya evaluasi tersebut dapat dikonsultasikan dengan 
pihak BMT Titian Rabbani dan bersama-sama mencari solusinya. 
 Peranan BMT Titian Rabbani telah banyak dirasakan manfaatnya 
oleh para nasabahnya. Manfaat yang dirasakan oleh para anggotanya 
ialah menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi 
anggotanya serta mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan 
untuk menabung di BMT Titian Rabbani. 
 
B. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mud}a>rabah 
Pada BMT Titian Rabbani Sidareja Cilacap Menrut Fatwa DSN 
MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 
 Fatwa (Arab: ىوتف‎,‎ fatwā)‎ adalah‎ sebuah‎ istilah‎ mengenai‎
pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum 
Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", 
"petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah 
sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga 
atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti 
atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang 
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diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai 
keterikatan.
2
 
 Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin 
artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari 
lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi 
syariah ke DSN. Sedangkan tawjih yaitu memberikan guidance 
(petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma 
ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat 
bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat 
Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dipositivisasi 
melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah 
mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang 73  Peradilan Agama 
yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai 
wewenang Peradilan Agama.
3
 
 Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan 
proses fatwa yang ada pada zaman klasik yang cenderung individual atau 
lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia 
berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia. 
Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli 
ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas 
masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan 
                                                             
2
 https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 09:39 WIB  
 
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 09:39 WIB  
80 
 
Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro 
Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami 
pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang 
melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi 
Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara 
umum serta mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan 
oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga 
ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut 
menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, 
khususnya secara moral. Sedang Fatwa DSN menjadi rujukan yang 
mengikat bagi lembagalembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula 
berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.
4
 
 Mud}a>rabah yaitu salah satu bentuk akad kerjasama kemitraan 
berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dilakukan sekurang-
kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama menyediakan modal, 
disebut s|ah}ibul maal atau rabb al-mal, sedang yang kedua memiliki 
keahlian (skill) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen 
usaha halal tertentu, disebut mud}a>rib.5 Sedangkan keuntungan dibagi 
kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama diawal perjanjian. 
                                                             
4
 Ibid 
  
 
5
 Makhalul Ilmi, Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syari’ah: Beberapa Permasalahan 
Dan Alternatif Solusi. (Yogyakarta : UII Press, 2002), Hlm.32.  
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 Sedangkan pembiayaan dengan akad mud}a>rabah yaitu pemberian 
fasilitas atau penyediaan dana dari bank kepada nasabah berdasarkan 
kesepakatan bank, dan nasabah yang dibiayai wajib mengembalikan uang 
dalam jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian dengan 
imbalan bagi/hasil. Pemberian pembiayaan mud}a>rabah ini keuntungan dan 
kerugian yang dihasilkan dibagi dan ditanggung bersama oleh pihak BMT 
dan mud}a>rib. 
 Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai 
pelaksanaan pembiayaan mud}a>rabah agar dijadikan pedoman bagi 
pelakunya. Dalam ketentuan pembiayaan mud}a>rabah yang tertuang dalam 
fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}a>rabah 
bahwasanya pembiayaan mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan 
oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang 
produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai s|ah}hibul maal (pemilik 
dana) akan membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mud}a>rib atau pengelola usaha.6 
 Berdasarkan fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada 
ketentuan pertama point no 4-5, BMT Titian Rabbani sebagai pemberi 
modal/dana tersebut yang kemudian diserahkan kepada anggota sebagai 
bentuk dari pembiayaan mud}a>rabah untuk menjalankan usahanya, dan 
anggota tersebut harus melaporkan hasil usahanya setiap bulannya kepada 
pihak BMT Titian Rabbani secara jujur mengenai seluruh hal yang 
                                                             
6
 Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}a>rabah 
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berkaitan dengan hasil pengelolaan usaha tersebut. Dalam hal ini, BMT 
Titian Rabbani Sidareja tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yaitu 
prinsip keterbukaan dan mempermudah bagi kemajuan usaha anggotanya, 
serta tidak terlepas dari pengawasan pihak BMT Titian Rabbani terhadap 
anggotanya yang menjalankan usahanya tersebut. Meskipun pihak BMT 
Titian Rabbani Sidareja tidak mengawasi atau memantau secara langsung 
dalam pengelolaannya, tetapi pihak BMT Titian Rabbani hanya memantau 
dari laporan hasil usaha anggotanya setiap bulannya. Karena pihak BMT 
Titian Rabbani memberikan kepercayaan dan keleluasan secara penuh 
kepada anggota untuk menjalankan usahanya sendiri. 
 Kelemahan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Titian Rabbani adalah 
bahwa BMT dalam menjalankan pembiayaan ini terlalu memberikan 
kepercayaan penuh kepada nasabahnya dan berasumsi bahwa semua 
nasabahnya yang terlibat dalam sistem ini adalah orang jujur. Dengan 
demikian pembiayaaan ini sangat rawan dengan mereka yang mempunyai 
itikad kurang baik. Misalnya pihak BMT memberikan pembiayaan kepada 
anggotanya dengan sistem bagi hasil, pembiayaan ini sangat bergantung 
pada kejujuran dan itikad baik dari nasabahnya, sehingga bisa saja 
nasabahnya tersebut memberitahukan keadaan usaha yang dikabarkan 
kepada pihak BMT tidak untung sehingga BMT tidak memperoleh laba. 
Dan BMT Titian Rabbani Sidareja juga memberikan kepercayaan 
sepenuhnya kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk 
mengelola usaha sendiri yang diinginkan. Hal ini dilakukan setelah 
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dilakukan survei kepada calon nasabah yang ingin mengajukan 
pembiayaan apakah calon anggota tersebut layak atau tidak mendapatkan 
dana pembiayaan dari pihak BMT Titian Rabbani Sidareja, setelah 
dilakukannya survei, ternyata calon anggota tersebut memang layak 
mendapatkan pembiayaan, maka pihak BMT Titian Rabbani Sidareja akan 
melakukan pencairan dana sekitar 1-7 hari. Hal ini sesuai dengan bagian 
pertama ketentuan pembiayaan pada poin 4. 
Dalam pemberian jaminan yang disyaratkan oleh pihak BMT 
Titian Rabbani Sidareja apabila ditinjau dari fatwa DSN No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mud}a>rabah (Qirâdh) khususnya tentang 
adanya jaminan/agunan dalam pembiayaan mud}a>rabah hukumnya adalah 
boleh. Karena jaminan berfungsi untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main 
dalam mengelola dana pembiayaan mud}a>rabah dan jaminan bukanlah hal 
yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan mud}a>rabah. Oleh 
karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang 
berfungsi untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh 
pihak BMT Titian Rabbani Sidareja dari pihak mud}a>rib yang lalai atau 
menyalahi kontrak.  
Tujuan adanya  jaminan adalah untuk menjaga agar nasabah benar-
benar melaksanakan usaha dengan baik yang telah dibiayai oleh pihak 
BMT Titian Rabbani Sidareja. Jaminan baru dapat dicairkan setelah 
terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan dan 
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berakibat bahwa usaha yang telah dibiayai mengalami 
kerugian/kebangkrutan. 
 Dalam pelaksaan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Titian Rabbani 
Sidareja ada kalanya suatu usaha mengalami kerugian atau kegagalan 
dalam usaha yang dijalankannya, maka dalam memenuhi angsuran setiap 
bulannya kepada pihak BMT mengalami kemacetan. Seharusnya pihak 
BMT Titian Rabbani dalam menangani masalah tersebut adalah mengacu 
pada fatwa DSN bagian pertama keetentuan pembiayaan pada point 
keenam‎“LKS‎sebagai‎penyedia‎dana‎menanggung‎semua‎kerugian‎akibat‎
dari mud}a>rabah kecuali jika mud}a>rib  melakukan kesalahan yang 
disengaja,‎lalai,‎atau‎menyalahi‎aturan”.‎Akan‎tetapi‎BMT‎Titian‎Rabbani 
kurang memperhatikan fatwa DSN tersebut, pihak BMT tetap meminta 
anggota untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan tepat sesuai 
dengan kesepakatan. 
 Sedangkan dalam penentuan bagi hasil pembiayaan mud}a>rabah 
pendapatan BMT Titian Rabbani hanya bergantung pada usaha usaha yang 
dijalankan anggotanya. Dalam pembiayaan ini mud}a>rib memperoleh 
keuntungan karena usaha yang ia lakukan sendiri, artinya mud}a>rib 
memperoleh bagi hasil atas usaha dan kerjanya ia sendiri yang dilakukan. 
Sedangkan pihak BMT memperoleh bagi hasil. Apabila suatu usaha 
bangkrut dan tidak diakibatkan oleh kelalaian mud}a>rib sehingga tidak ada 
bagi hasil, mud}a>rib tetap diharuskan untuk mengembalikan modal awal 
pembiayaan meskipun kerugian tidak dilakukan oleh mud}a>rib.  
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 Pembebanan pengembalian modal pembiayaan mud}a>rabah yang 
mengalami kegagalan usaha yang bukan dilakukan atas kelalaian mud}a>rib, 
maka pihak BMT Titian Rabbani akan melakukan beberapa langkah 
misalnya apabila angsuran dirasa berat oleh nasabah maka pihak BMT 
Titian Rabbani memperkecil biaya angsuran setiap bulannya dan 
memperpanjang waktu pengembalian, sehingga beban nasabah menjadi 
ringan. Namun apabila dengan cara tersebut tidak berjalan maka akan 
dilakukan penyitaan jaminan oleh pihak BMT Titian Rabbani untuk 
menutup pokok pembiayaan. 
Dalam hal ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa 
pembiayaan ini masih seperti utang (Qord) yaitu adanya keharusan 
pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan 
anggota pembiayaan (mud}a>rib). Dalam pembiayaan mud}a>rbah ini belum 
sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang pure syariah tapi masih 
menggunakan revenue sharing Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat 
sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep Fatwa DSN nomor 
07/DSN-MUI/IV/2000. 
Apabila pihak BMT Titian Rabbani mengacu pada Fatwa DSN 
nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}a>rabah yang 
merupakan bentuk suatu kerjasama penanaman modal, seharusnya apabila 
terjadi kerugian modal yang bukan diakibatkan oleh kelalaian mud}a>rib, 
maka kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal. Sedangkan kerugian 
tenaga, ketrampilan ditanggung oleh mud}a>rib. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa : 
1. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh nasabah yang ingin 
mengajukan pembiayaan di BMT Titian Rabbani Sidareja yaitu 
calon nasabah datang ke kantor BMT Titian Rabbani dan 
melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh 
pihak BMT. Kemudian setelah persyaratan terpenuhi, pihak 
Customer Service akan menyerahkan berkas-berkas kepada pihak 
manajer, kemudian pihak manajer akan memeriksa berkas-berkas 
tersebut untuk diperiksa. Dan memerintahkan tim survey untuk 
mensurvey tempat usaha calon anggota yang mengajukan 
pembiayaan tersebut. Hasil survey tersebut akan diserahkan 
kembali kepada pihak manajer untuk dimusyawarahkan bersama 
dengan pihak pengurus dan pihak pengawas lainnya. Apabila 
pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh para pengurus dan 
pengawas, proses pencairan dana akan dilakukan dalam waktu 1-7 
hari. 
2. Ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini 
masih seperti utang (qordh) yaitu adanya keharusan pengembalian 
modal nasabah yang mengalami kebangkrutan. Langkah-langkah 
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yang ditetapkan oleh pihak BMT Titian Rabbani apabila ada 
nasabah yang mengalami kebangkrutan adalah merasa mengalami 
kebangkrutan dalam pembiayaan angsuran setiap bulannya, maka 
pihak BMT Titian Rabbani Sidareja memperkecil biaya angsuran 
setiap bulannya dan memperpanjang jangka waktu pengembalian 
modal pembiayaan, sehingga beban nasabah menjadi ringan. 
Namun apabila dengan cara tersebut tidak berjalan maka akan 
dilakukan penyitaan jaminan oleh pihak BMT Titian Rabbani 
untuk menutup pokok pembiayaan. Seharusnya apabila usaha 
anggota megalami kebangkrutan yang dikarenakan bukan dari 
kelalaian atau kesengajaaan dari pihak nasabah, seharusnya pihak 
BMT Titian Rabbani yang menanggung segala kerugiannya. 
Dalam pemberian jaminan yang disyaratkan oleh pihak BMT 
Titian Rabbani Sidareja kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI 
No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}a>rabah bagian 
pertama ketetuan pembiayaan point ketujuh, bahwa pada 
prinsipnya dalam pembiayaan.mud}a>rabah tidak ada jaminan, 
transaksi mud}a>rabah terjadi karena adanya kepentingan bersama 
untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling 
membutuhkan dan saling percaya. 
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B. SARAN 
 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. BMT Titian Rabani sebagai lembaga keuangan yang beroperasi 
dengan prinsip-prinsip syariah supaya harus lebih menerapkan 
kepercayaan kepada anggotanya. Dan di dalam beroperasi juga 
harus lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang menjadi 
landasan hukumnya. Serta menjaga jaminan anggota dengan baik 
dan amanah,   
2. BMT Titian Rabani yang berada di daerah Sidareja dan berlokasi 
di pusat perekonomian, sebaiknya BMT Titian Rabbani Sidareja 
mampu membuka usaha lain, misalnya membuka toko ataupun 
usaha lainnya yang halal dan menguntungkan 
3. BMT Titian Rabbani Sidareja  harus sering melakukan pembinaan 
terhadap para pengusaha kecil agar lebih mengembangkan 
usahanya agar lebih maju dan diperlukan pelatihan-pelatihan agar 
dapat mengelola usaha anggotanya dengan sangat profesional. 
4. Bagi pengusaha kecil diharapkan untuk dapat lebih meingkatkan 
usahanya dan berusaha memberi  kemasan yang lebih bagus lagi 
agar peminatnya lebih banyak lagi, sehingga tidak hanya 
dikonsumsi oleh pasar tradisional saja, sehingga pengusaha dapat 
menikmati keuntungan yang lebih besar 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Siapa nama lengkap anda ? 
2. Apakah jabatan anda di BMT Titian Rabbani Sidareja ? 
3. Bagaimana sejarah berdiri BMT Titian Rabbani Sidareja ? 
4. Apa visi dan misi dari BMT Titian Rabban Sidareja ? 
5. Bagaimana mengenai struktur kepengurusan dan tugas-tugas karyawan 
BMT Titian Rabban Sidareja ? 
6. Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Ttian Rabbani 
Sidareja ? 
7. Apa produk unggulan BMT Titian Rabbani Sidareja ? 
8. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan 
di BMT Titian Rabbani Sidareja ? 
9. Untuk mengajukan peiayaan mudharabah minimal usaha sudah beroperasi 
berapa tahun ? 
10. Bagaimana prosedur atau tahapan dari pengajuan pembiayaan sampai 
pencairan dana? 
11. Apakah pihak BMT turut serta dalam kegiatan operasional usaha 
anggotanya ? 
12. Apa saja peran BMT Titian Rabbani Sidareja terhadap  pembiayaan 
mudharabah pada UMKM anggotanya ? 
13. Berapakah jangka waktu pembiayaan mudharabah ? 
14. Bagaimana prosentase mengenai  bagi hasil yang didapatkan oleh pihak 
BMT ? 
15. Bagaimana pihak BMT mengetahui usaha anggotanya mendapatkan 
keuntungan/kerugian ? 
16. Apabila mudharib telat membayar angsuran apakah ada denda yang harus 
dibayarkan? 
17. Apabila mudharib mengalami kebangkrutan dan tidak bisa membayar 
angsuran dan bagi hasil, bagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak 
BMT Titian Rabbani Sidareja? 
18.  Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BMT selain macetnya 
angsuran? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NASABAH BMT TITIAN 
RABBANI SIDAREJA 
 
1. Siapakah nama anda ? 
2. Sudah berapa lama anda menjadi anggota BMT Titian Rabbani Sidareja ? 
3. Bagaimana cara mengajukan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Tititan 
Rabbani Sidareja ? 
4. Syarat-syarat apa saja kah yang harus dipenuhi ? 
5. Jaminan apakah yang anda berikan ke pihak BMT Titian Rabbani ? 
6. Berapa modal pembiayaan yang anda ajukan ke BMT Titian Rabbani 
Sidareja ? 
7. Berapa bagi hasil yang telah disepakati ? 
8. Apakah ada kenaikan pada omset penjualan sebelum dan sesudah 
mendapatkan pembiayaan ? 
9. Apakah ada kenaikan pada jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah 
mendapatkan pembiayaan ? 
10. Apa alasan anda menggunakan pembiayaan mud}a>rabah  ? 
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